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Stefi Sulistiyoningrum. IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT 
BERGULIR PNPM MANDIRI PERKOTAAN KEPADA USAHA KECIL 
DAN MENENGAH (UKM) MASYARAKAT KELURAHAN JENDI 
KECAMATAN SELOGIRI KABUPATEN WONOGIRI. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Juni 2010. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui prosedur pemberian 
kredit bergulir PNPM Mandiri Perkotaan kepada UKM Masyarakat di Kelurahan 
Jendi(2) Untuk mengetahui peranan kredit bergulir PNPM Mandiri Perkotaan 
kepada UKM masyarakat di Kelurahan Jendi, (3) Untuk mengetahui hambatan-
hambatan yang timbul dan dihadapi masyarakat dan UPK dalam proses pemberian 
kredit bergulir PNPM Mandiri Perkotaan kepada UKM masyarakat di Kelurahan 
Jendi (4) Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh UPK dan LKM  
untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan 
pemberian kredit bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan kepada UKM 
masyarakat di Kelurahan Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri. 
Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan 
metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling (sampel bertujuan), dimana sampel yang diambil tidak 
ditentukan pada banyaknya sampel melainkan lebih ditekankan pada kualitas 
pemahaman sampel terhadap permasalahan yang diteliti, selain itu juga 
menggunakan snowball sampling ( bola salju) yang mengambil sampel tanpa 
direncana. Sampel penelitian adalah sejumlah tertentu sampai dapat memberikan 
keterangan dalam pengambilan kesimpulan.Pengambilan sampel pada penelitian 
sebesar 10% dari jumlah populasi yang ada,yaitu 18 sample dari 171 populasi. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik validitas data yang digunakan adalah trianggulasi sumber 
dan trianggulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis data model interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, (1) prosedur 
pemberian kredit bergulir PNPM Mandiri Perkotaan melalui (a) tahap pengajuan 
pinjaman (b) tahap pemeriksaan pinjaman (c) tahap putusan pinjaman (d) tahap 
realisasi (e) tahap pembinaan pinjaman (f) tahap pengembalian pinjaman.(2) 
peranan kredit bergulir adalah (a) membantu masyarakat mengembangkan usaha 
(b) meningkatkan produktivitas UKM masyarakat (c) meningkatkan pendapatan 
masyarakat (3) hambatan-hambatan yang timbul dalam pemberian kredit            
(a) lambatnya proses pengajuan kredit oleh UPK (b) terjadi tunggakan 
angsuran,atau kredit macet oleh KSM (c) terjadi penyalahgunaan nama anggota 
peminjam dalam KSM (d) kurangnya dana pinjaman bergulir.(4) usaha-usaha 
untuk menghadapi hambatan yang timbul (a) memberikan layanan yang lebih 
cepat kepada masyarakat(b) melakukan kunjungan langsung ke rumah anggota 
KSM yang memiliki tunggakan (c) UPK lebih teliti dalam melakukan tahapan 
pemeriksaan pinjaman. (d) mengajukan penambahan dana untuk pinjaman 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang senantiasa 
melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang sedang giat 
dilakukan saat ini meliputi segala aspek kehidupan yang pada hakikatnya 
bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan yang ada dalam 
masyarakat, seperti tertuang di dalam UUD 1945 alinea IV. Upaya peningkatan 
ini, tidak lepas dari fakta negara Indonesia yang masih memiliki persoalan 
kemiskinan dan pengangguran, yang semakin lama semakin bertambah. Setiap 
tahun  muncul lulusan dari berbagai tingkat sekolah, yang secara otomatis juga 
menambah individu baru yang akan terjun ke dunia pekerjaan, namun jumlah 
lembaga usaha yang dapat menampung tenaga kerja juga semakin berkurang. 
Tidak salah jika di Indonesia ini masalah pengangguran menjadi masalah berlarut-
larut, padahal dampak yang paling signifikan dari pengangguran adalah persoalan 
kemiskinan.  
Masalah pengangguran ini sebenarnya bisa diatasi, yaitu dengan cara 
menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Masyarakat Indonesia bisa memulai 
dengan membuka usaha rumah tangga atau usaha kecil, namun dalam upaya 
membuka usaha kecil ini masyarakat tentunya memerlukan modal awal untuk 
merintis usaha. Pada kenyataanya, banyak dari masyarakat mengalami 
kekurangan modal untuk mengembangkan usaha yang akan mereka rintis. Melihat 
hal ini untuk membantu masalah masyarakat yang kekurangan modal dalam 
mengembangkan usaha dan nantinya meningkatkan efektivitas penciptaan 
lapangan kerja serta penanggulangan kemiskinan, pemerintah Indonesia 
meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 
mulai tahun 2007. 
 PNPM Mandiri, dimulai pada tahun 1999 dimulai dengan Program 
Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan 
masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; 





pengembangan pemberdayaan masyarakat diperkotaan; dan Percepatan 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan 
daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2007 Pemerintah 
Indonesia mengembangkan PPK, P2KP, P2DTK menjadi Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri 
Perdesaan (pengembangan PPK), PNPM Mandiri Perkotaan (pengembangan 
P2KP), serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal 
(pengembangan P2DTK). Pada tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan 
melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 
(PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan 
daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program 
pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor 
dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga diprioritaskan 
pada desa-desa tertinggal.  
 Pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam 
kerangka kebijakan PNPM Mandiri yang mencakup pembangunan diharapkan 
dapat diperluas hingga ke daerah- daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan 
efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek 
diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada 
umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM  Mandiri akan 
dilaksanakan sekurang- kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan 
target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium 
Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada 
indikator-indikator keberhasilan yang terukur, akan membantu Indonesia 
mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut. MDGs adalah kesepakatan 
global untuk mencapai target pembangunan bersama yaitu memberantas 
kemiskinan dan kelaparan; pendidikan dasar untuk semua; kesetaraan gender dan 
pemberdayaan perempuan; mengurangi angka kematian anak; meningkatkan 
kesehatan ibu; mengurangi penyakit menular dan penyakit lainnya; menjamin 






 Kelurahan Jendi merupakan kelurahan yang terdiri dari 9 dusun, yang 
keadaan perekonomiannya dirasa relatif lemah. Warga mayoritas bermata 
pencaharian sebagai petani, kemudian disusul dengan penambang, dan pedagang. 
Hal ini didukung dengan kondisi alam di lingkungan Kelurahan Jendi yang 
kebanyakan terdiri dari lahan pertanian dan pegunungan,yang pegunungan 
tersebut mengandung logam mulia emas, sehingga tidak mengherankan jika 
masyarakat di Kelurahan Jendi bermata pencaharian sebagai petani dan 
penambang emas. Melihat kondisi seperti ini, jika masyarakat hanya 
mengandalkan penghasilan sebagai petani dan penambang saja untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari, pastilah mengalami kekurangan. Masyarakat Kelurahan 
Jendi sebenarnya sudah mulai berusaha untuk menambah penghasilannya. Mereka 
mulai menciptakan usaha rumah tangga ataupun usaha kecil, seperti membuat 
tempe; keripik tempe; rambak dan lain- lain. Potensi usaha kecil masyarakat Jendi 
relatif bagus, namun sangat disayangkan masyarakat Jendi mengalami kekurangan 
modal dalam mengembangkan usaha mereka. Melihat keadaan ini, maka ketika 
ada suatu kebijakan dari pemerintah yaitu PNPM Mandiri yang memberikan 
kredit bergulir untuk modal, antusias masyarakat di kelurahan Jendi sangat besar. 
Pemberian pinjaman seperti ini, diharapkan dapat membantu mereka untuk mulai 
menciptakan lapangan pekerjaan dan mengembangkan usaha yang pada akhirnya 
akan meningkatkan perekonomian mereka. 
 Mulai tahun 2005 Kelurahan Jendi sudah memperoleh Program 
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), baru mulai tahun 2007 
berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 
Perkotaan. Program ini sangat stategis karena menyiapkan landasan kemandirian 
masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, 
mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (sosial capital) 
masyarakat di masa mendatang, serta menyiapkan program masyarakat jangka 
menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat kemitraan 
masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli (relawan) setempat. 
Penanggulangan kemiskinan ini melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu 





dan ekonomi (pemberian pinjaman bergulir) yang dikenal dengan Tridaya.  
 Melalui kegiatan yang ada di PNPM Mandiri Perkotaan ini masyarakat 
Kelurahan Jendi yang memiliki masalah kekurangan modal untuk 
mengembangkan UKM, diatasi melalui pemberian pinjaman/kredit bergulir yang 
termasuk  jenis kegiatan ekonomi di dalam Tridaya. Pemberian pinjaman bergulir 
PNPM Mandiri Perkotaan ini hanya diberikan kepada masyarakat miskin yang 
memiliki usaha yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM) 
dengan anggota 3-10 orang dan minimal 30% nya adalah wanita, melalui 
perangkat Kelurahan yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga 
Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang selanjutnya secara tekhnis dilaksanakan 
oleh unit pengelola kegiatan ekonomi yang disebut Unit Pengelola Keuangan 
(UPK), tentunya dengan pemantauan pengawas UPK dan BKM/LKM Kelurahan 
Jendi. 
 Pada awal munculnya kegiatan pemberian kredit bergulir ini, muncul  
tanggapan positif dari masyarakat kelurahan Jendi, namun sebelum memperoleh 
kredit masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu prosedur memperoleh kredit. 
Tentunya informasi mengenai prosedur ini, dapat diperoleh dari BKM/LKM dan 
Unit Pengelola Keuangan (UPK) setempat. Program kegiatan pemberian kredit 
bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan memberikan banyak peranan penting 
terhadap kehidupan masyarakat di Kelurahan Jendi, namun seperti pada umumnya 
suatu kegiatan selain memberikan banyak peranan dalam kehidupan masyarakat 
pasti juga mengalami berbagai hambatan yang muncul seperti halnya pada 
kegiatan pemberian kredit PNPM Mandiri Perkotaan ini. Munculnya hambatan 
dan kendala dapat berasal dari pihak masyarakat maupun UPK sebagai pelaksana 
kegiatan. Hambatan dan kendala ini segera akan diupayakan penyelesaiannya oleh 
pihak BKM/LKM dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) di Kelurahan Jendi. 
Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
dengan mengambil judul“IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT BERGULIR  
PNPM MANDIRI PERKOTAAN KEPADA USAHA KECIL DAN 
MENENGAH (UKM) MASYARAKAT DI KELURAHAN JENDI 





B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan, sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah prosedur  pemberian kredit bergulir dari PNPM Mandiri 
Perkotaan kepada UKM masyarakat di Kelurahan Jendi Kecamatan Selogiri 
Kabupaten Wonogiri ?  
2. Apakah peranan kredit bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan kepada Usaha 
Kecil dan Menengah ( UKM) masyarakat di Kelurahan Jendi? 
3. Hambatan- hambatan apa sajakah yang timbul dan dihadapi masyarakat serta 
Unit Pengelola Keuangan (UPK) dalam pelaksanaan pemberian kredit 
bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan kepada UKM masyarakat                  
di Kelurahan Jendi ? 
4. Usaha-usaha apa sajakah yang dilakukan UPK dan LKM dalam 
menanggulangi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan 
pemberian kredit Bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan kepada UKM 
masyarakat di Kelurahan Jendi? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Keingintahuan terhadap segala sesuatu yang ada disekitarnya merupakan 
suatu kodrat yang melekat pada diri manusia, oleh karena itu manusia selalu 
menggali apa yang menjadi tujuan dari kegiatan yang dilakukan. Penelitian ini 
pada dasarnya selalu mempunyai maksud dan tujuan  yang dijadikan pedoman 
dan arahan peneliti, yaitu:  
1. Untuk mengetahui prosedur  pemberian kredit bergulir dari PNPM Mandiri 
Perkotaan kepada UKM masyarakat di Kelurahan Jendi Kecamatan Selogiri 
Kabupaten Wonogiri. 
2. Untuk mengetahui peranan kredit bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan 
kepada Usaha Kecil dan Menengah ( UKM) masyarakat di Kelurahan Jendi. 
3. Untuk mengetahui hambatan- hambatan yang timbul dan dihadapi masyarakat 





bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan kepada UKM masyarakat                  
di Kelurahan Jendi. 
4. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan UPK dan LKM dalam 
menanggulangi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan 
pemberian kredit bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan kepada UKM 
masyarakat di Kelurahan Jendi. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang pemberian kredit  
bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan kepada UKM sebagai upaya untuk 
mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.  
b. Untuk menambah wawasan ilmu dan menambah pustaka baik di tingkat 
program, fakultas maupun universitas. 
c. Untuk menambah referensi bagi penelitian selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Mengetahui program nasional dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan 
dan pengangguran. 
b. Memotivasi masyarakat melalui UKM untuk mengembangkan usaha dari 
pemberian kredit bergulir yang diberikan oleh PNPM Mandiri. 
c. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya pemberian kredit 
bergulir dari pemerintah melalui PNPM Mandiri. 
d. Mengembangkan UKM- UKM yang ada dalam masyrakat untuk menciptakan 









Setelah permasalahan penelitian dirumuskan, langkah selanjutnya adalah 
mencari teori-teori agar hasil penelitian dapat dijadikan sebagai landasan teoritis 
untuk pelaksanaan penelitian, ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. 
A. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan  pengkajian terhadap pengetahuan tentang 
konsep-konsep, hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang relevan dengan 
permasalahan,  melihat dari penelitian ini, maka tinjauan pustaka yang perlu dikaji 
adalah:  
1. Tinjauan  Tentang Perkreditan 
a. Pengertian  Kredit 
Pemerintah mengeluarkan Undang- undang No. 7 tahun 1992 tentang 
perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang- undang Nomor 10 
tahun 1998, yang mendefinisikan pengertian kredit adalah sebagai berikut:     
”  Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”. 
Eric L. Kohler dalam bukunya Astiko & Sunardi (1996: 5) 
mengartikan kredit sebagai“Kemampuan untuk melaksanakan suatu 
pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji  
pembayaranya akan dilakukan, ditangguhkan pada jangka waktu yang 
disepakati”. 
      Secara umum kredit adalah pinjaman yang diberikan kreditur 
kepada debitur untuk meningkatkan usahanya, untuk mencapai keuntungan 
yang dicita-citakan. Pada prakteknya pemberian kredit adalah pemberian 
pinjaman oleh kreditur kepada debitur untuk membiayai kegiatan usahanya, 
dalam jumlah tertentu, dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan 
ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama, yang dituangkan dalam suatu 





kembali termasuk beban bunga. Pada ilmu ekonomi pengertian kredit itu 
berkisar pada masalah prestasi dan kontra prestasi antara barang, jasa dan 
uang, karena kontra prestasi diwujudkan pada masa yang akan datang,  
maka kredit dalam pengertian ekonomi adalah penundaan pembayaran 
(dalam bentuk barang, jasa atau uang) dari suatu prestasi yang diberikan 
saat ini. 
Kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak 
(kreditor/ atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain 
(nasabah atau pengutang /borrower) dengan janji membayar dari 
penerimaan kredit kepada pemberi kredit  pada tanggal yang telah 
disepakati kedua belah pihak. Dengan demikian , dalam praktiknya kredit  
menurut  Rivai,Veithzal (2006: 5) adalah: 
1) Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan 
mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian 
hari. Suatu  tindakan atas dasar perjanjian berarti dalam perjanjian 
tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan  kontra prestasi) 
yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu. 
2) Suatu hak yang dengan hak tersebut seorang dapat memperguna-
kannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas 
pertimbangan tertentu pula. 
 
b. Unsur Kredit 
Kredit diberikan atas dasar kepercayaan sehingga pemberian kredit 
adalah pemberian kepercayaan . Hal ini berarti bahwa prestasi yang 
diberikan benar- benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit 
sesuai dengan waktu dan syarat- syarat yang telah disepakati bersama. 
Berdasarkan hal diatas menurut Rivai, Veithzal (2006: 6) unsur- unsur 
dalam kredit tersebut adalah sebagai berikut: 
1). Penerima kredit. 
2). Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak 
lainya yang berjanji membayar dari penerima kepada pemberi kredit. 
Janji membayar Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (creditor) dan 
   penerima kredit (nasabah). Hubungan pemberi  kredit dan penerima                
kredit merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.p 
3). Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang 
didasarkan atas credit rating tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis 





4). Adanya penyerahan barang , jasa, atau uang dari pemberi kredit 
kepada penerima kredit. 
5). Adanya unsur waktu (time element), unsur waktu merupakan unsur 
essensial kredit. Kredit dapat ada karena unsur waktu, baik dilihat dari 
pemberi kredit maupun dilihat dari penerima kredit, misalnya; 
penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar 
dimasa yang akan datang . Produsen memerlukan kredit karena 
adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi. 
 
c. Tujuan Kredit 
      Pembahasan tujuan kredit mencakup lingkup luas, pada dasarnya 
terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari kredit  menurut Rivai,Veithzal 
(2006: 7 ), yaitu: 
1). Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa 
keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh 
nasabah.Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada 
usaha- usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan 
kredit yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan 
ini tersimpul unsur keamanan ( safety) dan sekaligus juga unsur 
keuntungan (profitability) dari suatu kredit sehingga kedua unsur 
terebut saling berkaitan. Dengan demikian ,keuntungan merupakan 
tujuan dari pemberi kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang 
diterima. 
2). Safety, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus 
benar- benar terjamin sehingga tujuan profitabilty dapat benar- benar 
tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, keamanan ini 
dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang 
atau jasa itu betul- betul terjamin pengembaliannya sehingga 
keuntungan (profitability) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.   
 
d. Fungsi Kredit 
  Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, 
yang secara garis besar, fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, 
dan keuangan menurut Rivai, Veithzal ( 2006: 8)yaitu: 
1). Kredit dapat meningkatkan Utiliy ( daya guna) dari modal / uang. 
2). Kredit meningkatkan utility ( daya guna) suatu barang. 
3). Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 
4). Kredit meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat . 
5). Kredit sebagai alat stabilitasi ekonomi. 





Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, 
deposito ataupun tabungan. Uang tersebut dalam persentase tertentu 
ditingkatkan kegunaannya oleh bank. Para pengusaha menikmati kredit dari 
bank untuk memperluas/ memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan 
produksi, perdagangan maupun untuk usaha- usaha rehabilitasi ataupun 
usaha peningkatan produkivitas secara menyeluruh, dengan demikian dana 
yang mengendap di bank  (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah 
diam dan disalurkan untuk usaha- usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan 
bagi pengusaha maupun bermanfaat bagi masyarakat. 
        Produsen dengan bantuan kredit bank dapat memproduksi bahan 
mentah sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya 
peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak 
kelapa/ minyak goreng, peningkatan utility padi menjadi beras. Produsen 
dengan bantuan kredit dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang 
kegunaanya kurang ke tempat yang lebih bemanfaat, artinya dengan 
pemindahan tempat tersebut nilai guna bahkan nilai jual barang meningkat.   
      Kredit yang disalurkan melalui rekening- rekening koran, pengusaha 
menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, 
giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui kredit. 
      Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, 
yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai 
dengan dinamikanya akan selalu meningkat, tetapi peningkatan usaha 
tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan, dengan 
demikian manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi 
kekurang mampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang 
mempunyai kemampuan. Melalui kredit akan muncul keinginan yang besar 
manusia untuk meningkatkan perekonomiannya, karena masyarakat telah 
terbantu dalam hal permodalan. 
Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha 
pembangunan ekonomi, kredit bank memegang peranan yang penting. Arah 





pengarahan ke sektor- sektor yang produktif dan sektor- sektor prioritas 
yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat, 
sehingga nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya 
jika semua hal ini telah terlaksana dengan baik. 
 Pengusaha yang memperoleh kredit tentu saja berusaha untuk 
meningkatkan usahanya, peningkatan usaha berarti peningkatan profit. 
Apabila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata 
dikembalikan ke dalam struktur permodalan, peningkatan akan berlangsung 
terus- menerus. Melalui  earning (pendapatan) yang terus meningkat, berarti 
pajak perusahaan pun akan terus bertambah, sehingga akan mendorong 
peningkatan pendapatan nasional.  
 
e. Jenis-jenis Kredit 
Pada hakekatnya kredit hanya satu macam saja bila dilihat dari 
pengertian yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi untuk membedakan 
kredit menurut faktor-faktor dan unsur-unsur yang ada dalam pengertian 
kredit, maka dilakukan pengklasifikasian kredit sebagai berikut: 
1). Berdasarkan Sifat Penggunaan Kredit 
a). Kredit Konsumtif 
 Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 
memperlancar jalannya proses konsumsi masyarakat. Dana 
kredit konsumtif tidak digunakan untuk kepentingan usaha. 
b).  Kredit Produktif 
Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 
memperlancar proses produksi. Misalnya, dana kredit digunakan 










2). Berdasarkan Keperluan Kredit 
a). Kredit Produksi 
 Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai current operation 
suatu perusahaan. 
b).  Kredit Perusahaan 
 Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-
barang untuk dijual lagi. 
c). Kredit Investasi 
 Yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan 
modal investasi atau untuk pembelian barang modal. 
3). Berdasarkan Jangka Waktu 
a). Kredit jangka pendek 
Kredit dengan jangka waktu pelunasan antara 1 – 3 tahun. 
b). Kredit jangka menengah 
    Kredit dengan jangka waktu pelunasan 3 – 5 tahun. 
c). Kredit jangka panjang 
    Kredit dengan jangka pelunasan lebih dari 5 tahun. 
4). Berdasarkan Cara Pemakaian Kredit 
 Jenis kredit berdasarkan cara pemakaian ini merupakan variasi dari 
kredit rekening koran, yaitu: 
a). Kredit rekening koran bebas. 
b). Kredit rekening koran terbatas 
c). Kredit rekening koran aflopend 
d). Revolving credit 
e). Term loan 
Kredit rekening koran bebas dilakukan dengan cara debitur menerima 
kredit dalam bentuk rekening koran dan debitur blanko cheque dan rekening 
koran pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang diberikan, debitur 
bebas melakukan penarikan-penarikan ke dalam rekening bersangkutan 





Seperti pada rekening koran bebas, dalam kredit rekening koran 
terbatas kredit untuk nasabah tertera di dalam rekening, dus pemberian 
kredit dengan uang giral dan perubahannya menjadi uang kartal secara 
berangsur. Akan tetapi dalam kredit rekening koran terbatas ada pembatasan 
tertentu bagi debitur dalam rangka melakukan penarikan-penarikan uang via 
rekening. Debitur tidak dapat melakukan penarikan uang sekaligus tetapi 
secara berangsur dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Setiap kali debitur 
melakukan penarikan uang dan mengeluarkan cheque, bank harus tahu 
penggunaan uang dengan bukti dan laporan perkembangan usaha. Bank 
berhak menghentikan disposisi uang dari rekeningnya apabila bank 
meragukan penggunaan uang oleh debitur. 
Kredit rekening koran aflopend mengijinkan debitur melakukan 
penarikan kredit sekaligus dan langsung digunakan pada saat penarikan 
pertama. Kredit dengan sistem ini mengatur saldo debet pada waktu-waktu 
tertentu yang harus benar-benar ditaati oleh nasabah. 
Sistem penarikan kredit dalam revolving credit sama dengan cara 
dalam kredit rekening koran bebas dengan masa penggunaan satu tahun 
namun cara pemakaiannya berbeda. 
Term loan hampir sama dengan kredit rekening koran bebas, namun 
lebih fleksibel dalam penggunaannya. Apabila dalam kredit rekening koran 
bebas arah kredit ditujukan hanya untuk hal-hal sesuai dengan uraian 
keperluan kredit dalam perjanjian kredit (keperluan usaha), sedangkan 
dalam term loan pihak bank tidak peduli tentang penggunaannya. Bank 
hanya perlu menilai dengan melihat balance sheet dan income statement 
perusahaan untuk mengetahui manfaat kredit dan perkembangan usaha 
debitur. 
5). Berdasarkan Jaminan Kredit 
a). Unsecured loans (kredit tanpa jaminan) 
b). Secured loans (kredit dengan jaminan) 
Unsecured loans maksudnya adalah kredit yang diberikan tanpa 





perusahaan besar dan kuat. Dalam kredit unsecured loans, jaminan kredit 
yang dimaksud bukanlah jaminan fisik melainkan jaminan bonafiditas dan 
prospek usaha debitur. 
Jenis kredit secured loans adalah kredit yang menggunakan jaminan. 
Jenis kredit inilah yang lazim digunakan di Indonesia sesuai dengan 
larangan bank Indonesia tentang pemberian kredit tanpa jaminan. 
Pada kegiatan pemberian kredit bergulir dari PNPM Mandiri 
Perkotaaan ini termasuk pada jenis kredit produktif, karena kredit bergulir 
hanya diberikan kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha 
kecil/mikro. Masyarakat hanya mempergunakan pemberian kredit bergulir 
dari PNPM Mandiri Perkotaan untuk modal, yang nantinya dipergunaknan 
untuk mengembangkan usaha yang dimiliki dan menurut jangka waktunya 
pemberian kredit bergulir termasuk kredit jangka pendek, karena maxsimal 
jangka waktu pelunasan kredit bergulir yaitu 1 tahun. 
 
f. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit 
          Pada prinsipnya pihak kreditur, khususnya bank perlu keyakinan akan 
kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya 
sesuai waktu yang telah disepakati. Untuk itu pihak bank akan melakukan 
penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan debitur 
untuk menjalankan kewajibannya. Hal tersebut dilakukan oleh seorang 
analis kredit. 
          Dalam dunia perbankan ada 6 faktor internal dan eksternal 
perusahaan yang sering disebut 6 C yang dapat dijadikan fokus bagi seorang 
analis kredit dalam melakukan tugasnya. Faktor-faktor tersebut adalah: 
1). Character atau Watak 
2). Capacity to create source of funding 
3). Capital 
4). Collateral 






 Watak/ character yang dimaksud adalah watak debitur. Watak sangat 
penting untuk menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit, karena watak akan 
menentukan itikad debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pada 
saat yang disepakati. Ruddy Tri Santoso (1996: 17) menyatakan bahwa: 
“Karakter lebih banyak menyangkut tanggung-jawab moral calon debitur 
dalam upaya untuk membayar kembali jumlah pokok pinjamannya. 
Kemauan identik dengan aspek psikologis moral nasabah dan itikad baik 
nasabah serta komitmennya untuk pengakuan hutang berikut upaya 
pelunasannya”. 
 
Capacity to create of funding adalah kemampuan debitur dalam 
menciptakan sumber dana yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban. 
Sumber dana yang dimaksud disini adalah kegiatan usaha yang menghasilkan 
dana atau keuntungan yang dibiayai dengan kredit dari bank. 
Capital adalah faktor modal atau harta perusahaan. Jadi analisis kredit akan 
menilai kondisi modal atau perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasi 
perusahaan. Ruddy Tri Santoso (1996: 18) menyatakan bahwa, “Modal adalah 
modal yang dipergunakan dalam menjalankan usaha. Modal berarti kemampuan 
dari nasabah secara nyata, memiliki unit pengukur (yaitu uang) serta berwujud”. 
Collateral adalah jaminan. Seorang analis kredit akan menganalisis jaminan 
yang diberikan oleh debitur kepada kreditur (bank). Menurut Ruddy Tri Santoso 
(1996: 19), ”Collateral adalah jaminan dalam bentuk barang bergerak atau tidak 
bergerak yang digunakan untuk jaminan kredit”. 
Condition on economiy  and sector of business merupakan faktor eksternal 
perusahaan, menyangkut keadaan ekonomi dan iklim usaha yang berlangsung 
secara umum. Jadi tidak hanya keadaan ekonomi perusahaan yang bersangkutan 
semata. 
Constraint merupakan permasalahan geografis dan sosial di tempat dimana 
seorang pengusaha mendirikan usahanya. Terkadang seorang pengusaha tidak 
dapat meneruskan usahanya di suatu tempat tertentu karena adanya norma dan 
peraturan dari tempat berdirinya perusahaan, baik tertulis maupun tidak tertulis 
yang dapat menjadi kendala bagi perusahaan. Mengenai dampak dan resiko jika 





g. Prosedur Umum Kredit 
Untuk memperoleh suatu kredit, seorang nasabah (debitur) harus 
melalui prosedur perkreditan, begitu juga bagi kreditur, harus melalui 
prosedur-prosedur tertentu untuk dapat memberikan kredit. Adapun 
prosedur perkreditan secara umum terdiri dari tahap -tahap sebagai berikut, 
yaitu permohonan kredit, penyidikan, dan analisis, keputusan persetujuan 
atau penolakan permohonan, pencairan kredit administrasi, pengawasan dan 
pelunasan kredit. 
1). Permohonan Kredit  
a). Permohonan baru untuk mendapatkan suatu jenis fasilitas kredit  
b). Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan 
c). Permohonan perpanjangan/ pembaharuan masa laku kredit yang 
telah  berakhir jangka waktunya. 
d). Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat 
fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran 
jaminan, perubahan/  pengunduran jadwal angsuran. 
Untuk mengajukan permohonan kredit sebelumnya diperlukan 
berkas-berkas yang terdiri dari surat permohonan yang ditandatangani 
oleh nasabah secara lengkap dan sah. Daftar isian yang disediakan 
oleh bank harus diisi sebenarnya oleh nasabah secara lengkap. Setelah 
surat atau berkas permohonan diterima bank, maka harus dicatat 
dalam register khusus yang telah disediakan. 
2). Penyidikan dan Analisis Kredit 
Penyidikan dapat dilakukan dengan melakukan wawancara 
dengan pemohon kredit atau debitur, kemudian mengumpulkan data 
yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, 
baik data intern maupun data ekstern. Penyidik juga harus memeriksa 
kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan debitur 
dan informasi seperti: usaha serta penghasilan debitur. Setelah selesai 






3). Penolakan Atas Permohonan Kredit 
Dalam pengajuan sebuah permohonan kredit oleh calon nasabah kepada 
bank, ada kemungkinan ditolak. Penolakan permohonan kredit dilakukan oleh 
bagian kredit dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Penolakan 
permohonan kredit dapat dilakukan apabila permohonan kredit dianggap tidak 
memenuhi syarat. Surat penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada 
pemohon kredit dan harus disertai alasan. 
4). Persetujuan Permohonan Kredit 
Apabila pemohon kredit telah mampu memenuhi persyaratan-persyaratan 
yang diajukan oleh kreditur (bank), maka pihak bank selaku kreditur dapat 
memberikan persetujuan permohonan kredit. 
5). Pencairan Fasilitas Kredit 
Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit 
yang telah disetujui oleh bank atau lembaga keuangan lain yang memberikan 
kredit. Pada prakteknya, pencairan kredit berupa pembayaran dan atau pemindah 
bukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya, untuk melakukan 
pencairan kredit apabila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah 
dipenuhi. 
6). Pelunasan Fasilitas Kredit 
Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban hutang nasabah 









Gambar 1: Skema Prosedur Umum Pemberian Kredit. 
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2. Tinjauan Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
a. Pengertian Usaha Mikro  
Adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 
perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha kecil sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang No 20 tahun 1998 tentang Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah. Kriteria Usaha Mikro dalam Undang- Undang No 20 
tahun 1998 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:  
1). memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp . 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 
2). memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah).  
 
b. Pengertian Usaha Kecil 
  Pada konsep pengembangan usaha di Indonesia, jenis usaha 
dikelompokkan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha kecil menengah 
dan usaha besar. Definisi dari masing- masing kelompok usaha tersebut, 
yang dibakukan , barulah defnisi untuk usaha kecil. Sesuai dengan 
ketentuan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1995 dan surat Edaran Bank 
Indonesia     No. 3/9/Bkr tahun 2001, yang dimaksud dengan usaha kecil 
adalah kegiatan usaha yang mempunyai kriteria sebagai berikut: 
1).  Kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak            
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat  usaha. 
2).  Memiliki hasil bersih tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu juta rupiah). 
3).  Milik warga negara Indonesia. 
4). Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki , dikuasai, atau berafiliasi baik langsung 
maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. 
5). Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang berbadan hukum 
termasuk koperasi. 
 
c. Pengertian Usaha Menengah 
Menurut kesepakatan bersama Menko Kesra selaku Ketua Komite 





Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan dan Pengembangan 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (No.11/KEP/MENKO/KESRA/IV/2002 
-No.4/2/KEP.GBI/2002). Sedangkan dalam Warta Ekonomi Nomor 49 
tanggal 3 Mei 1993, pengertian Usaha menengah adalah kegiatan usaha 
yang mempunyai omset penjualan diatas Rp 1 miliar sampai dengan 100 
miliar.   Kriteria Usaha Menengah dalam Undang- Undang No 20 tahun 
1998 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:  
1). Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp  500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp  10.000.000.000,00 
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha. 
2).  Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp  2.500.000.000,00 
(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak               
Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 
 
3. Tinjauan Tentang PNPM Mandiri Perkotaan 
a. Pengertian PNPM Mandiri Perkotaan 
PNPM Mandiri Perkotaan  menurut Departemen Pekerjaan Umum      
(2007: 11) adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan 
sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan 
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat perkotaan. Pemberdayaan 
masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas 
masyarakat dan memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat 
pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan 
menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. PNPM Mandiri 
dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta 
mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan 
pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan individu maupun 
berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya 
peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan inovasi masyarakat dalam 








b. Dasar Hukum PNPM Mandiri Perkotaan 
Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan 
konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus 
pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan 
perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, 
keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai 
berikut: 
1). Sistem Pemerintahan 
Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang diguna-
kan   adalah: 
a). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun     2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
b). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Pemerintah Desa. 
c). Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. 
 
2). Sistem Perencanaan 
                            Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait adalah: 
a). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 
b). Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025. 
c). Peraturan Presiden Nomor. 7 Tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009. 
d). Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
          Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 
e). Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Penyusunan  Rencana Pembangunan Nasional 
3). Sistem Keuangan Negara 
                Dasar peraturan perundangan sistem keuangan negara adalah: 
a). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 






b).  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4455). 
c). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara. Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438);Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577). 
d). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta 
Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597). 
 
c. Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan 
1). Tujuan Umum 
 Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja  masyarakat  
miskin secara mandiri. 
2).  Tujuan Khusus 
Masyarakat di kelurahan peserta program  menikmati perbaikan 
sosial, lingkungan dan ekonomi yang disebut dengan Tridaya, yaitu: 
a).  Perbaikan Sosial  
Menumbuhkan kembali modal sosial di masyarakat seperti 
terjalinya kembali budaya gotong royong, tolong menolong 
antar warga, intergritas, etos kerja, kewirausahaan. 





Memberi manfaat kolektif pada peningkatan akses melalui 
peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman yang sehat 
tertib, aman dan teratur. 
c). Perbaikan Ekonomi 
Meningkatkan pendapatan bagi individu/ keluarga maupun 
kelompok sosial melalui kegiatan pinjaman bergulir. 
 
d. Strategi PNPM Mandiri Perkotaan 
                   Strategi PNPM Mandiri terdiri atas: 
1). Strategi Dasar 
a). Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan secara bertahap 
untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. 
b). Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak 
untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian 
masyarakat. 
c). Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan 
sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan 
partisipatif. 
2). Strategi Operasional 
a). Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki 
masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, 
asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, 
organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara 
sinergis. 
b). Menguatkan peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola 
program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. 
c). Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, 
mengakar, dan akuntabel. 
d). Mengoptimalkan peran semua sektor ekonomi dalam pelayanan 
dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas. 
e). Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam 





berbagai masalah yang dihadapinya. 
f). Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten 
dan dinamis serta berkelanjutan. 
 
e. Prinsip Dasar PNPM Mandiri Perkotaan 
 PNPM Mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini: 
1). Bertumpu Pada Pembangunan Manusia 
        Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada 
peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya. 
2). Otonomi 
 Pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan 
secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola 
kegiatan pembangunan secara swakelola. 
3). Desentralisasi 
Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan 
kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat  
         sesuai dengan kapasitasnya. 
4). Berorientasi Pada Masyarakat Miskin 
 Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan 
dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang 
kurang beruntung. 
5). Partisipasi 
         Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan 
keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan 
pembangunan. 
6). Kesetaraan dan Keadilan Gender 
Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam 
perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara 








Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara 
musyarawah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan 
masyarakat miskin. 
8). Transparansi dan Akuntabel 
 Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap 
segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga 
pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan 
dilaporkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. 
9). Prioritas 
        Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan 
kebutuhan yang optimal dengan berbagai sumberdaya yang terbatas. 
10). Kolaborasi 
 Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan 
kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar 
pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. 
11).  Keberlanjutan 
 Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan 
kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat 
ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian 
lingkungan. 
12).  Sederhana 
Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan 
PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan 
mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. 
 
f. Pendekatan  PNPM   Mandiri Perkotaan 
Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan 
program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program 
adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan: 





sasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program. 
2).  Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan 
pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal. 
3). Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses 
pembangunan partisipatif. 
4). Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai 
dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis. 
5). Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, 
kemandirian, dan keberlanjutan. 
 
g. Komponen  Dan Ruang Lingkup PNPM   Mandiri Perkotaan 
1). Komponen Program 
Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui 
komponen program sebagai berikut: 
a). Pengembangan Masyarakat 
Komponen pengembangan masyarakat mencakup se-
rangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran, sikap kritis 
dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, 
masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, 
pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan 
pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung 
rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung 
kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, 
operasional pendampingan masyarakat, fasilitator, pengem-
bangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator 
terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan 
masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak 
masyarakat di wilayahnya. 
b).  Bantuan Langsung Masyarakat 
Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah 





masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan 
oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama 
masyarakat miskin. 
c).  Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal 
Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku 
lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas 
pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar 
mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif 
bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan 
hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara 
lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang 
dilakukan secara selektif, dan sebagainya. 
d).  Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program 
Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program 
meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai 
kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti 
penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan 
pengembangan program. 
2). Ruang Lingkup Kegiatan 
Ruang lingkup kegiatan PNPM -Mandiri pada dasarnya terbuka bagi 
semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati 
masyarakat meliputi: 
a). Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, 
sosial, dan ekonomi secara padat karya. 
b). Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit 
mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. 
Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan 
dalam memanfaatkan dana bergulir ini. 
c). Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama 





d). Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui 
penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi 
dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik. 
 
4. TINJAUAN TENTANG PINJAMAN BERGULIR 
a. Pengertian Pinjaman Bergulir 
Pinjaman bergulir  menurut Departemen Pekerjaan Umum (2008:1) 
adalah  pinjaman dalam PNPM Mandiri Perkotaan yang diberikan kepada 
masyarakat miskin melalui Kelompok swadaya Masyarakat(KSM) dengan 
tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. 
b. Lembaga Pengelola Pinjaman 
Lembaga yang langsung mengelola kegiatan Pinjaman Bergulir adalah 
Unit pengelola Keuangan (UPK). UPK adalah salah satu Unit Pengelola dari 
3 Unit pengelola dibawah LKM. Dua Unit pengelola lainya dalah Unit 
Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Sosial (UPS). Struktur 
lengkap LKM sebagai berikut: 











Gambar 2 :  Struktur  Organisasi LKM  
Sumber    :  Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir ,Departemen  




























Gambar  3: Gambar Struktur organisasi Unit Pengelola Keuangan (UPK) 
Sumber    :  Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir ,Departemen  
                   Pekerjaan Umum, Direktorat Jendral Cipta Karya 
Sebelum kegiatan pinjaman bergulir dalam kelurahan yang bersangkutan 
dimulai, harus dilakukan pengujian kelayakan, baik untuk LKM, UPK, maupun 
KSM sebagai anggota dengan menggunakan instrumen kriteria kelayakan yang 
sudah disiapkan . Kegiatan pinjaman bergulir dapat dilaksankan , hanya jika para 
pelaku tersebut telah memenuhi kriteria kelayakan yang dijelaskan dibawah  ini: 
1). Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 
LKM yang akan mengelola kegiatan Pinjaman Bergulir harus 
memenuhi persyaratan miniman sebagai berikut: 
a). LKM telah terbentuk secara sah sesuai ketentuan PNPM Mandiri 
Perkotaan dan memiliki Anggaran Dasar yang di dalamnya antara lain 
menyatakan bahwa: 
(1). Kegiatan Pinjaman Bergulir akan dijalankan sebagai salah satu 
alat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. 
(2). Dana Pinjaman Bergulir hanya diperuntukkan untuk kegiatan 
pinjaman bergulir saja. 
(3).  Pendapatan UPK hanya untuk memebiayai kegiatan operasional 
UPK dan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan 
lainya, termasuk biaya LKM dan Pengawas. Pengawas hanya 
bisa dibiayai dari laba bersih tahunan UPK. 








b). LKM telah mengangkat pegawas UPK( 2-3 orang) dan petugas UPK 
(minimal 2 orang). Semua telah memperoleh pelatihan dari PNPM 
Mandiri perkotaan dan telah memiliki uraian tugas dan tanggung 
jawab. 
c). LKM dengan persetujuan masyarakat telah membuat atura dasar 
Pinjaman Bergulir yang membuat kriteria KSM dan anggotanya yang 
boleh menerima pinjaman, besar pinjaman mula-mula, besar jasa 
pinjaman, jangka waktu pinjaman dan sistem angsuran pinjaman serta 
ketentuan mengenai tanggung renteng anggota KSM. 
d). Untuk kelurahan/desa lam (yang telah menjalankan P2KP) : 
(1) Kinerja pinjaman bergulir yang dijalankan mencapai kriteria 
memuaskan; peminjam berisiko (LAR)<10%,pinjaman berisiko 
(PAR)<10%, ratio pendapatan biaya (CCr)>125% dan hasil 
investasi (ROI)>10%. 
(2) Bersedia melakukan perbaikan kelembagaan antara lain: 
(a) Membentuk pengawas UPK. 
(b) LKM telah menerima pelatihan dari PNPM Mandiri 
Perkotaan . 
(c) Telah memiliki rekening atas nama LKM dengan 
kewenangan menandatangani 3 orang. 
2). Pengawas  UPK 
Pengawas UPK bertugas mengawasi kegiatan UPK dalam mengelola 
Pinjaman Bergulir telah memenuhi kriteria minimal antara lain: 
a).  Telah diangkat oleh LKM dengan persetujuan masyarakat sebanyak 
2-3 orang, memenuhi unsur laki-lakidan perempuan. 
b). Telah memiliki uraian tugas yang mencangkup tugas dan 
tanggungjawab pengawas. 








3). Unit Pengelola Keuangan (UPK) 
Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang akan mengelola dana 
pinjaman bergulir telah memenuhi kriteria minimal sebagi berikut : 
a). Telah diangkat oleh LKM sebanyak minimal 2 orang (ideal 4 
orang). 
b). Telah memilki uraian tugas dan tanggung jawab. 
c). Telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PNPM 
Mandiri Perkotaan . 
d). Telah memahami aturan dasar pinjaman bergulir. 
e). Telah memiliki rekening atas nama UPK/LKM dengan 
kewengan penandatanganan 3 orang. 
f). Telah memiliki sistem pembukuan yang berlaku di PNPM 
Mandiri Perkotaan. 
g).  Untuk kelurahan/ desa lama (yang  telah  menjalankan P2KP 
dan PNPM Mandiri Perkotaan): 
(1). Kinerja pinjaman bergulir yang dijalankan mencapai 
kriteria memuaskan: peminjam berisiko (LAR)<10%, 
pinjaman berisiko 
(PAR)<10%, ratio pendapatan biaya (CCr)>125%, hasil 
investasi (ROI)>10%. 
(2). Kinerja pembukuan UPK minimal memadai. 
 
c. Peminjam Pinjaman Bergulir 
 Peminjam dalam Pinjaman Bergulir adalah Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM). KSM peminjam dan anggotanya sebagai calon 
peminjam harus memenuhi kriteria  kelayakan yang dipersyaratkan untuk 
mendapat pinjaman bergulir dari UPK. Hanya KSM dan anggota yang 
memenuhi kriteria kelayakan yang dapat  dilayani  oleh  LKM/UPK.  
Dengan kata l ain,  KSM  Peminjam  dan anggotanya yang tidak atau belum  
memenuhi kriteria kelayakan tidak dapat dilayani dan harus ada 





kriteria kelayakan sebagai calon peminjam. 
1). Kriteria Kelayakan KSM 
a). KSM telah terbentuk dan anggotanya adalah warga miskin yang 
tercantum dalam daftar PS ( Pemetaan Swadaya) serta seluruh anggota  
telah memperoleh pembekalan tentang pembukuan KSM, pinjaman 
bergulir (persyaratan peminjam, skim pinjaman, tanggung renteng, 
dan tahapan peminjaman), PERT, kewirausahaan serta telah 
melakukan kegiatan menabung diantara anggota KSM. 
b). KSM dibentuk hanya untuk tujuan  penciptaan  peluang  usaha dan 
kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin 
dan kekuatan modal sosial. KSM dibentuk atas dasar kesepakatan 
anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, trans-
paran dan kesetaraan. 
c).  Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang 
ditetapkan sendiri oleh LKM/Masyarakat.  
d). Jumlah anggota KSM minimal 3-10 orang. 
e). Jumlah anggota KSM minimal 30% perempuan. 
f). Mempunyai pembukuan yang memadai sesuai kebutuhan. 
g).  Semua  anggota  KSM   menyetujui  sistim  tanggung  renteng  dan 
dituangkan secara tertulis dalam Pernyataan kesanggupan Tanggung 
Renteng. 
h). Semua anggota KSM telah memperoleh dari fasilitator dan 
LKM/UPK. 
2). Kriteria Kelayakan Anggota KSM 
a) Anggota  KSM  adalah  warga  masyarakat dan memiliki kartu tanda 
penduduk (KTP) setempat. 
b) Termasuk dalam katagori keluarga miskin daftar PS 2 sesuai dengan 
  kriteria yang dikembangkan dan disepakati sendiri oleh masyarakat. 
c) Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengan anggota yang lain. 
d) Semua  anggota KSM telah mempunyai tabungan minimal 5% dari 





minimal 5%  selama  jangka  waktu  pinjaman  dan  tidak  akan  
mengambil tabungan tersebut sebelum pinjamannya lunas. 
e) Memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula 
memiliki usaha mikro dan bermaksud untuk meningkatkan 
usaha, pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. 
f) Belum  pernah  mendapat  pelayanan dari lembaga keuangan 
yang ada. 
Proses pembentukan KSM Peminjam mengacu kepada proses 
pembentukan KSM  pada  umumnya,  hanya  tujuan  KSM  Peminjam 
disini adalah untuk memperoleh pinjaman bergulir dari UPK. 
 
d. Sumber Dana Pinjaman Bergulir 
Sumber dana untuk kegiatan pinjaman bergulir, dapat berasal dari: 
1). Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang merupakan sumber 
                   dana utama 
2). Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
3).  Dana yang berasal dari pihak Swasta yaitu Bank Dunia 
4).  Dana dari swadaya masyarakat 
5).  Dana dari sumber lainnya 
Dana dari sumber lain berupa channeling atau pinjaman dari Lembaga 
Keuangan formal  baik  bank  maupun  koperasi  di sekitar lokasi LKM 
berada. Tujuan  dana  chanelling  atau pinjaman tersebut adalah untuk 
menyediakan  akses pinjaman bagi KSM yang sudah memenuhi batas 
maksimal  pemberian  pinjaman  baik  dari  sisi  jumlah  pinjaman (telah 
mencapai Rp 2.000.000,00) atau dari sisi frekuensi peminjaman (sudah 
mencapai 4 kali pinjam). Diharapkan dengan dana channeling maupun  
pinjaman  dari  Lembaga Keuangan formal tersebut nantinya KSM dan 








e. Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir 
1). Skim Pinjaman Bergulir 
  Skim Pinjaman yang diatur dalam Pinjaman Bergulir antara lain : 
a). Peminjam adalah KSM dan angotanya yang memenuhi kriteria 
                            yang dipersyaratkan. 
b). Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk membiayai kegiatan 
usaha produktif yang sudah ada  maupun untuk menciptakan 
peluang usaha. 
c). Besar Pinjaman pertama kali maksimal Rp 500.000,00 namun 
disesuaikan dengan usaha peminjam.  Pinjaman selanjutnya 
maksimal  Rp 2.000.000,00  (Diluar jumlah maksimal  tersebut 
peminjam  dapat diberikan pinjaman dengan pola channeling 
dengan   Lembaga   keuangan  /  bank   lainnya)    Frekuensi 
peminjaman maksimal 4 kali. 
d). Jangka waktu pinjaman 3-12 bulan, tergantung dari perputaran 
usaha peminjam. 
e). Angsuran pinjaman maksimal bulanan, tanpa grace periode 
(tenggang waktu). 
f). Jasa pinjaman 1,5 s/d 3% per bulan, dihitung dari pokok 
pinjaman semula. Jasa pinjaman minimal harus dapat menutup 
seluruh biaya operasional UPK. 
2). Tanggung Renteng 
Tanggung Renteng  adalah suatu cara pembayaran kredit yang 
pembayaranya ditanggung oleh semua anggota penerima kredit. Cara 
ini digunakan untuk mengantisipasi bilamana terjadi tunggakan 
angsuran  anggota.Tanggung renteng ini digunakan untuk peminjam 
yang telah membentuk kelompok  yang terdiri dari beberapa 
peminjam, sehingga bila ada salah satu anggota  ada yang bermasalah 
dalam pembayaran pinjaman maka semua anggota wajib menanggung 






3). Tahapan Pemberian Pinjaman Bergulir 
Dalam pemberian pinjaman bergulir, diatur kegiatan-kegiatan yang 
harus dilakukan dalam setiap tahapan sebagai berikut: 
a). Tahap Pengajuan Pinjaman 
   Calon  peminjam   mempersiapkan   segala  keperluan  yang 
dipersyaratkan  untuk  memperoleh pinjaman, baik pelatihan pem-
bentukan simpanan, maupun kelengkapan dokumen dan pengisiapan 
blanko pengajuan pinjaman. Pada tahap pengajuan, petugas UPK 
wajib menjelaskan ketentuan Pinjaman bergulir termasuk bahwa  
pinjaman ini sifatnya  adalah  hutang  yang  harus dibayar kembali, 
bukan hibah. 
b).  Tahap Pemeriksaan Pinjaman 
Petugas   pinjaman  UPK   memeriksa  dokumen  pengajuan 
pinjaman yang diajukan KSM beserta anggotanya baik secara 
administratif  maupun kunjungan lapangan menganalisis dan membuat  
usulan atau rekomendasi kepada Manajer UPK atas permohonan 
pinjaman  dimaksud. 
c). Tahap Putusan Pinjaman 
Manajer  UPK  memberikan persetujuan atau penolakan atas 
pengajuan  pinjaman  yang  dilakukan  oleh  KSM didasarkan pada 
hasil analisis petugas pinjaman UPK. 
d).  Tahap Realisasi Pinjaman 
Permohonan  pinjaman KSM yang telah disetujui oleh Manajer 
UPK disiapkan dokumen untuk pencairan,kemudian direalisasikan 
atau dicairkan pembayarannya kepada  KSM dan anggotanya. Pada 
tahap  realisasi   petugas   UPK   juga   wajib kembali menegaskan dan 
menjelaskan semua ketentuan pinjaman bergulir termasuk ketentuan 
bahwa pinjaman bergulir adalah hutang yang wajib dibayar kembali 







e). Tahap Pembinaan Pinjaman 
Minimal 1 bulan setelah pinjaman direalisasi petugas UPK wajib 
memantau keadaan peminjam, perkembangan usaha dan penggunaan  
pinjaman apakah digunakan sesuai tujuan semula. Pada tahapan ini petugas 
juga wajib mengingatkan peminjam tentang kewajiban  angsuran  yang 
harus dilakukan dan juga mengingatkan  kembali  bahwa  pinjaman  ini  
adalah hutang bukan hibah. 
f). Tahap Pembayaran Kembali Pinjaman 
Peminjam melakukan  pembayaran kembali atas  pinjamannya. Agar 
tidak sampai terjadi keterlambatan atau tunggakan, maka petugas UPK 
beberapa hari sebelum waktu pembayaran wajib mengingatkan   peminjam 
atas kewajibannya. Dalam melaksanakan tugas  ini  petugas  UPK  dapat  


































f. Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan Pinjaman Bergulir 
Pendampingan  atau  konsultasi  merupakan elemen penting dalam  
upaya memperkuat kemampuan  pengelolaan  pinjaman bergulir. Kegiatan 
pendampingan diberikan dalam bentuk coaching (petunjuk singkat), 
konsultasi atau  diskusi,  membantu  pelaksanaan  kegiatan  sampai  dengan 
petugas dapat  melaksanakan  secara  mandiri,  perbaikan  terhadap  hal-hal  
yang kurang/tidak benar, membimbing hingga terjadi perubahan 
sikap/perilaku, serta upaya lain yang mengarah pada peningkatan 
kemampuan para petugas dan anggota masyarakatnya. Strategi 
pendampingan ini perlu diberikan baik kepada LKM, UPK, maupun kepada 
kelompok pemanfaat pinjaman. 
1). Pendampingan Kepada  LKM dan UPK 
Pendampingan kepada LKM maupun UPK dilakukan oleh 
Konsultan pendamping: 
a). Fasilitator dan Senior Fasilitator 
(1). Menjaga proses agar sesuai  dengan tujuan, strategi dan 
prinsip pengelolaan pinjaman bergulir. 
(2). Mendorong proses pembelajaran bagi masyarakat miskin 
dalam hal penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, 
peningkatan pendapatan mereka serta kegiatan produktif 
lainnya. 
(3). Mendorong proses pembelajaran bagi  pengelola pinjaman  
bergulir agar dana BLM dapat bermanfaat sebesar-
besarnya bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin. 
(4). Memberikan konsultasi terhadap berbagai permasalahan 
yang dihadapi oleh LKM/UPK dalam proses pelaksanaan 
pengelolaan pinjaman bergulir, meliputi: pengambilan 
keputusan persetujuan pinjaman, memproyeksi pen-
dapatan dan biaya (proyeksi laba rugi), memproyeksi 
tingkat ketersediaan modal sebagai dana bergulir, dan 





(5). Memberikan  coaching  dan  peningkatan kemampuan kepada LKM 
dan UPK. 
(6). Melakukan monitoring,evaluasi, analisis dan rekomendasi perbaikan 
kinerja LKM dan UPK. 
b). Asisten Kordinator Kota (Askorkot) dan Korkot 
(1). Melakukan monitoring, evaluasi, analisis dan rekomendasi perbaikan 
kinerja LKM / UPK secara terus menerus dalam pengelolaan 
pinjaman bergulir. 
(2). Melakukan  pengumpulan sumber daya (polling resources) terhadap 
sumber daya yang ada baik individu maupun lembaga yang mem-
punyai kemampuan serta kepedulian terhadap pengembangan ke-
uangan mikro dan pinjaman bergulir. 
(3). Memfasilitasi terbukanya akses bagi LKM/UPK terhadap sumber  
pelayanan dari luar. 
(4). Mengupayakan pencapaian target pelayanan LKM dan UPK sesuai 
indikator kinerja yang ditetapkan. 
c). TA (Technical Asisten) Kredit Mikro/ Manajemen Keuangan 
(1). Melakukan monitoring, evaluasi, analisis dan rekomendasi perbaikan 
kinerja LKM / UPK secara terus menerus dalam pengelolaan 
pinjaman bergulir. 
(2). Melakukan pengumpulan sumber daya (polling resources) terhadap 
sumber daya yang ada baik individu maupun lembaga yang 
mempunyai kemampuan serta kepedulian terhadap  pengembangan 
keuangan mikro dan pinjaman bergulir. 
(3). Memfasilitasi terbukanya akses bagi LKM/UPK terhadap sumber 
pelayanan dari luar. 
(4). Mengupayakan pecapaian target pelayanan  LKM dan UPK sesuai 








2). Pendampingan Kepada KSM. 
Konsultasi  serta  pendampingan  kepada  KSM penerima  pinjaman 
dilakukan oleh : 
a). Fasilitator dengan Dukungan KMW (Konsultan Manajemen 
Wilayah) 
(1). Menjaga  agar  KSM  yang  dilayani  selalu  memenuhi kriteria 
kelayakan. 
(2). Menghadiri pertemuan anggota yang diselenggarakan oleh 
kelompok maupun pertemuan antar kelompok yang ada. 
(3). Membantu menyusun proposal, pengembangan usaha maupun 
Ekonomi Rumah Tangga (ERT) anggota. 
(4). Mengembangkan berbagai sikap positip dalam berkelompok 
(komunikasi, kerjasama, disiplin, tanggung renteng). 
(5). Membantu serta memfasilitasi KSM  /anggota dalam hal 
memerlukan bantuan teknik usaha. 
(6). Mendorong ke arah berfungsinya kelompok dalam memper-
lancar pengelolaan pinjaman bergulir. 
(7). Mendorong  proses belajar KSM dan anggota  dalam melakukan 
akses ke lembaga keuangan mikro. 
b).  UPK 
(1). Menjaga  agar  KSM  yang  dilayani  selalu memenuhi kriteria 
kelayakan. 
(2). Memberikan pelatihan dasar pinjaman bergulir,pembukuan , 
PERT dan Kewirausahaan 
(3). Mengembangkan berbagai sikap  positip dalam berkelompok 
(komunikasi, kerjasama, disiplin, tanggung renteng, dan lain-
lain) 
(4). Mendorong ke arah berfungsinya kelompok dalam memper-
lancar pengelolaan pinjaman bergulir. 
(5). Mendorong  proses  belajar  KSM  dan  anggota  dalam me-






(1) Mengembangkan berbagai sikap positip dalam berkelompok (komu-
nikasi, kerjasama, disiplin, tanggung renteng, dan lain-lain). 
(2) Mendorong  ke  arah  berfungsinya  kelompok   dalam memperlancar 
pengelolaan pinjaman bergulir. 
(3) Mendorong  proses  belajar  KSM  dan  anggota dalam melakukan 
akses ke lembaga keuangan mikro. 
 
B. Hasil Penelitian Yang Relevan 
PNPM Mandiri yang merupakan salah satu program pemerintah untuk 
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dirasa berjalan efektif .Walaupun 
dalam pelaksanaanya mengalami beberapa hambatan, seperti dari hasil penelitian 
Ria (2008 : 42 ) bahwa:(1) Prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan, 
meliputi: pembentukan kelompok, pencairan dana, pengembalian/ pembayaran 
angsuran. (2) Pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah setelah mendapat 
kredit PNPM Mandiri Perdesaan mengalami peningkatan yang berbeda-beda.(3) 
Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses pemberian/ pengajuan kredit 
PNPM Mandiri Perdesaan yaitu sedikit mengalami masalah dalam proposal. 
Sedangkan dalam proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh pedagang ada 
yang berpendapat prosesnya cepat tapi ada juga yang mengatakan lama. (4) Upaya 
yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut yaitu para 
pedagang golongan ekonomi lemah tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya 
pasrah dan menunggu. Sedangkan untuk jumlah kredit yang cair dan tidak sesuai 
dengan jumlah pengajuan, pengurus UPK berjanji untuk pengajuan kredit 
berikutnya akan diberikan sesuai dengan permohonan kredit. 
 
C. Kerangka Pemikiran 
Kerangka berpikir merupakan proses yang sistematis dan menyeluruh, 
berdasarkan landasan teori yang dikemukakan di atas maka kerangka berpikir 





Masyarakat Kelurahan Jendi merupakan salah satu kelurahan di kecamatan 
Selogiri kabupaten Wonogiri yang terdiri dari 9 dusun. Masyarakat disana 
mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan penambang emas, namun pada 
kenyataanya penghasilan sebagai petani dan penambang dirasa kurang untuk 
memenuhi kebutuhan sehari- hari. Sebagian dari masyarakat mulai membuka 
usaha rumah tangga/atau usaha kecil untuk menambah penghasilan mereka. 
Seiring berjalanya Usaha Kecil dan Menengah ( UKM)  masyarakat ini, ternyata 
terhambat dengan persoalan modal untuk mengembangkan UKM. Modal yang 
masyarakat kelurahan Jendi miliki dirasa kurang cukup untuk UKM mereka, 
padahal UKM masyarakat  sebenarnya sangat berpotensial. Modal ini digunakan 
untuk menambah bahan baku, dan alat-alat produksi usaha yang masyarakat 
miliki. 
Pada akhirnya pada tahun 2005 kelurahan Jendi menerima program dari 
pemerintah yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan 
mulai tahun 2007 P2KP telah berganti menjadi Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. PNPM Mandiri  Perkotaan merupakan 
suatu upaya pemerintah Indonesia untuk membangun kemandirian masyarakat 
dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan 
pada masyarakat perkotaan yang berpedoman pada pemberdayaan masyarakat 
secara bertahap. PNPM  Mandiri Perkotaan  adalah salah satu program pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui harmonisasi dan 
pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan 
pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi 
masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Di dalam programnya 
PNPM Mandiri Perkotaan  menyediakan  Bantuan Langsung Tunai (BLM) yang 
diberikan kepada keluarga miskin yang nantinya digunakan untuk kegiatan 
lingkungan (perbaikan lingkungan), sosial ( perbaikan kehidupan sosial), ekonomi  
( kegiatan pinjaman bergulir) . 
Masyarakat kelurahan Jendi yang mengalami kekurangan modal untuk 
mengembangkan UKM mereka, melalui program PNPM Mandiri Perkotaan ini 





bergulir ini diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh modal, karena  
kredit bergulir memberikan kredit dengan bunga yang ringan dan bisa dijangkau 
masyarakat. Kredit bergulir hanya diberikan kepada masyarakat yang termasuk 
dalam rumah tangga miskin dan memiliki UKM. Berawal dari informasi yang 
diperoleh dari pihak perangkat desa/kelurahan yaitu Lembaga Keswadayaan  
Masyarakat (LKM) dan UPK sebagai pengelola langsung dari kegiatan pemberian 
kredit bergulir yang tentunya dibawah wewenang LKM ini. Masyarakat yang 
sebelumnya telah menjadi Kelompok Keswadayaan Masyrakat (KSM) mulai 
melakukan pengajuan kredit  bergulir untuk UKM yang mereka miliki.Pada 
kegiatan pemberian kredit  bergulir ini, untuk mengajukan kredit KSM  harus 
mengikuti prosedur yang ada terlebih dahulu dimulai dari pengajuan, 
pemeriksaan, putusan, realisasi, pembinaan ,dan pembayaran kredit. Pada 
kenyataanya meskipun pemberian kredit bergulir ini telah memberikan manfaat 
kepada UKM masyarakat dalam menambah modal ,ternyata juga  muncul 
hambatan-hambatan yang terkait dengan pemberian kredit bergulir tersebut. 
Hambatan-hambatan ini dialami oleh masyarakat dan pihak Unit Pengelola 
Kegiatan ( UPK ), yang pastinya akan mengganggu jalanya program pemberian 
kredit ini. 
Menindak lanjuti munculnya hambatan, pihak terkait LKM dan UPK di 
kelurahan Jendisegera melakukan upaya bersama-sama untuk menyelesaikan 
hambatan, dengan kerjasama dari semua pihak  sehingga masyarakat mulai 








































Gambar 5. Kerangka Pemikiran Implementasi Pemberian Kredit  PNPM Mandiri  
                  Perkotaan Kepada UKM di Kelurahan Jendi Kecamatan Selogiri 
                  Kabupaten Wonogiri. 
PNPM Mandiri Perkotaan 
Dalam pelaksanaan muncul hambatan –hambatan pemberian kredit 
bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dalam  masyarakat dan pihak Unit 
Pelaksana Keuangan (UPK). 
Masyarakat di Kelurahan 
Jendi sebelum menerima 
kredit kekurangan modal 
untuk UKM mereka.  
UKM masyarakat harus melalui 
prosedur kredit yang ada, untuk 
memperoleh program 
pemberian kredit bergulir dari 
PNPM Mandiri Perkotaan. 
KegiatanPemberian kredit 
bergulir PNPM Mandiri 
Perkotaan 
UKM masyarakat kelurahan 
Jendi memperoleh modal dari 
program pemberian kredit 
bergulir PNPM  Mandiri 
Perkotaan. 
Dilakukan Upaya- upaya menyelesaikan hambatan yang muncul oleh UPK 
dan LKM kelurahan Jendi . 
Masyarakat memiliki modal untuk mengembangkan UKM mereka, modal 







A. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Jendi Kecamatan Selogiri 
Kabupaten Wonogiri. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Jendi 
dengan pertimbangan sebagai berikut : 
a. Kepala Kelurahan Jendi, LKM/ BKM dan UPK memberikan ijin dan 
memberikan data yang diperlukan peneliti,sehingga mempermudah 
pengumpulan data yang diperlukan dengan masalah yang diteliti. 
b. Peneliti ingin mengetahui prosedur, peranan, hambatan-hambatan dan upaya 
dalam pemberian kredit bergulir PNPM Mandiri Perkotaan kepada UKM 
yang dilakukan pihak LKM dan UPK dalam menghadapi hambatan tersebut. 
c. Antara peneliti dengan pihak LKM sudah ada hubungan yang baik. 
d. Tempat penelitian yang strategis dan mudah dijangkau. 
 
2. Waktu Penelitian 
 Waktu penelitian merupakan lamanya proses penelitian yang diawali dari 
pengajuan  masalah,  pembuatan proposal penelitian, penyusunan dan penulisan 
laporan sampai selesai. Waktu yang direncanakan untuk kegiatan penelitian ini 
adalah mulai bulan Januari 2010  sampai bulan Juni 2010. Waktu ini meliputi 
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Persiapan Penelitian        
1. Pengajuan Masalah       
2. Penyusunan Proposal       
3. Izin Penelitian       
Pelaksanaan Penelitian        
1. Pengumpulan Data       
2. Analisis Data       
3. Penarikan Kesimpulan       
Pembuatan & Penggandaan Laporan       
1. Pembuatan Laporan       
2. Penggandaaan Laporan       
Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dalam Penelitian 
 
B. Bentuk dan Strategi  Penelitian 
1. Bentuk Penelitian 
Mengkaji suatu permasalahan secara utuh dan lengkap diperlukan suatu 
pendekatan permasalahan melalui bentuk penelitian yang tepat. Bentuk penelitian 
yang tepat akan mencerminkan kedalaman materi permasalahan yang disajikan  
Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang bertujuan agar 
permasalahan yang diteliti dapat diungkapkan secara mendalam dengan mencari 
kebenaran secara ilmiah dan memandang obyek secara keseluruhan. 
Nana Syaodih (2008: 60) menyatakan bahwa,“ Penelitian kualitatif adalah 
suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis 
fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 
orang secara individual maupun kelompok”. Pendapat lain yang disampaikan  
Lexy J. Moleong (2007: 6) menyatakan bahwa: 
“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 





perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik dan dengan cara 
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 
yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. 
 
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif 
merupakan penelitian yang menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas yang ada 
secara mendalam oleh peneliti sendiri  atau dengan bantuan orang lain sebagai alat 
pengumpul data utama dari obyek dan permasalahan penelitian. Peneliti 
memanfaatkan dan mengumpulkan informasi dengan cara mendalami peristiwa 
yang ada sehingga akan memperoleh gambaran dan penjelasan mengenai  
implementasi pemberian kredit bergulir oleh PNPM Mandiri Perkotaan kepada 
UKM di Kelurahan Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri. 
 
2. Strategi Penelitian 
Strategi merupakan pola dan cara yang digunakan berdasarkan rencana 
yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan strategi penelitian deskriptif. Menurut Nana 
Syaodih (2008: 72) menyatakan bahwa, “Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk 
penelitian yang paling dasar. Ditujukan untuk mendiskripsikan dan 
menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat 
alamiah ataupun rekayasa manusia ”. 
Alasan mengapa peneliti menggunakan penelitian diskriptif yaitu: 
a. Deskripsi merupakan hal yang alamiah dan sesuai dengan kenyataan 
manusia. 
b. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang paling dasar dari penelitian 
-penelitian non eksperimental. 
c. Bagi para peneliti pemula cocok memulai pengembangan kemampuan 
penelitiannya dengan penelitian deskriptif. 






a. Studi kasus terpancang (embedded research), yaitu penelitian yang sudah 
terarah pada batasan atau fokus tertentu yang dijadikan sasaran dalam 
penelitian  
b. Studi kasus tidak  terpancang (penjelajahan/grounded reseach) yaitu 
penelitian yang sejak awal penelitinya tidak menyusun pertanyaan yang 
mengarah ke fokus tertentu, karena sasaran penelitiannya dengan beragam 
masalahnya belum diketahui atau sama sekali asing baginya. 
Dari penjelasan di atas jenis penelitian kualitatif di bagi dua macam yaitu: 
a. Studi kasus tunggal, yaitu: bilamana penelitian tersebut terarah pada satu 
sasaran karakteristik.   
b. Studi kasus ganda, yaitu: bilamana penelitian tersebut memiliki lebih dari 
satu sasaran yang memiliki perbedaan karakteristik. 
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan studi kasus tunggal 
terpancang. Tunggal artinya dalam penelitian ini hanya ada satu ruang lingkup 
yang diteliti yaitu Kelurahan Jendi. Terpancang artinya penelitian ini hanya 
mengkaji satu masalah yaitu studi mengenai  implementasi pemberian kredit 
bergulir oleh PNPM Mandiri kepada UKM di Kelurahan Jendi, Selogiri, 
Wonogiri. 
 
C. Sumber Data 
Suharsimi Arikunto (2007: 129) mengemukakan bahwa “ Sumber data 
dalam penelitian  adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. Dalam penelitian 
kualitatif yang menjadi sumber data adalah manusia sebagai responden, sumber 
tertulis, sumber tempat dan peristiwa. Peneliti dalam penelitian ini mengggunakan 
berbagai macam sumber data yaitu : 
1. Responden  
Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan 
pertanyaan peneliti,baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Responden dalam 
penelitian ini adalah: 





b. Unit Pengelola Keuangan (UPK)  Kelurahan Jendi 
c. Ketua kelompok  Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) penerima 
kredit bergulir Kelurahan Jendi. 
d. Anggota KSM penerima kredit bergulir Kelurahan Jendi. 
2. Sumber Tertulis 
Sumber tertulis yang berhubungan dengan permasalahan ini sangat 
diperlukan berupa arsip laporan, catatan serta dokumen yang berhubungan 
dengan pelaksanaan pemberian kredit bergulir PNPM Mandiri Perkotaan 
Misalnya: daftar KSM UKM di Kelurahan Jendi yang menerima kredit 
bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan beserta besarnya kredit. 
3. Sumber Tempat dan Peristiwa 
Sumber yang diperlukan adalah lokasi penelitian  meliputi: ruang dan 
tempat pelaksanaan penelitian,benda dan peralatan sebagai objek 
penelitian.Pada penelitian ini yang menjadi sumber data adalah perangkat 
Kelurahan Jendi. 
 
D. Teknik Sampling 
Lexy J Moleong  (2007: 224) mengatakan bahwa “ sampling ialah untuk 
menjaring sebanyak mungkin informasi dari pelbagai macam sumber dan 
bangunanya”. Sampling digunakan untuk menggali informasi yang menjadi dasar 
dari rancangan dan teori. Teknik sampling digunakan untuk menyeleksi agar 
pemilihan sampel sesuai dengan tujuan permasalahan yang diteliti. Menurut Lexy 
.J Moleong (2007: 224) “Pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak tetapi 
sampel bertujuan (purposive sample)”. Sampel bertujuan dapat diketahui dari ciri-
cirinya sebagai berikut:  
1. Rancangan sampel yang muncul: sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik 
terlebih dahulu. 
2. Pemilihan sampel secara berurutan: tujuan memperoleh variasi sebanyak-
banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan 





3. Penyesuaian berkelanjutan dari sampel: pada mulanya setiap sampel dapat 
sama kegunaannya. Namun sesudah semakin banyak informasi yang masuk 
maka, sampel semakin dipilih atas dasar fokus penelitian. 
4. Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan: pada sampel bertujuan 
seperti ini jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan 
informasi yang diperlukan. Jika tidak ada informasi yang dapat dijaring, 
maka penarikan sampel pun sudah dapat diakhiri. Jadi jika sudah terjadi 
pengulangan informasi maka penarikan sampel sudah harus dihentikan. 
Penentuan besarnya sample yang diambil dalam populasi, Suharsimi 
Arikunto (2006: 134) mngatakan bahwa ” untuk sekedar ancer-ancer, maka 
apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 
penelitianya merupakan penelitian populasi, tetapi jika jumlah subjeknya besar, 
dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”. Besarnya prosentase 
tergantung setidak-tidaknya dari: 
1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu,tenaga dan dan. 
2. Sempit luasya wilayah pengamatan dari setiap subjek,karena hal ini 
menyangkut banyak sedikitnya data. 
3. Besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh peneliti .untuk penelitian yang 
resikonya besar,tentu saja jika sample besar, hasilnya akan lebih baik.  
Peneliti hanya memilih responden yang diangap benar-benar menguasai 
permasalahan yang peneliti kaji, peneliti hanya mengamati kondisi lokasi 
penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Responden dapat 
bertambah atau berganti sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan dan 
informan tersebut dapat menunjuk informan lain yang dipandang lebih 
mengetahui informasi . Teknik penentuan responden seperti ini disebut teknik 
bola salju atau snowball sampling. H.B. Sutopo (2006: 65) menyatakan “ Teknik 
snowball sampling adalah peneliti dapat mengumpulkan data tanpa rencana, 
semakin lama semakin menemukan informan yang paling mengetahui informasi 
pada akhirnya akan menggali informasi secara lengkap dan mendalam”, dengan 





penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling 
dengan sample yang diambil antara 10%-15% dari populasi yang ada, yaitu 18 
sample dari 171 populasi. 
 
E.  Teknik Pengumpulan Data 
Data adalah bahan informasi untuk proses berpikir gamblang (eksplisit) 
kemungkinan-kemungkinan pemecahan, persoalan, atau keterang-an sementara 
yang sudah disusun harus diuji melalui pengumpulan data yang sudah relevan 
atau ada kaitannya. Ada beberapa macam teknik dalam pengumpulan data, dalam 
penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  
1. Observasi 
Observasi adalah usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan 
secara sistematis dengan prosedur yang terstandar. Observasi merupakan teknik 
pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang 
sedang berlangsung. Peneliti mengamati secara langsung hal-hal yang 
berhubungan dengan implementasi pemberian kredit PNPM Mandiri kepada 
Usaha Kecil dan Menengah di kelurahan Jendi. Spradley (1980) dalam HB Sutopo 
(2006: 75) menyatakan bahwa pelaksanaan teknik dalam observasi dapat dibagi 
menjadi: 
a. Observasi tak berperan, peneliti sama sekali kehadirannya dalam melakukan 
observasi tidak diketahui oleh subjek yang diamati.  
b. Observasi berperan, peneliti mendatangi lokasi peristiwa secara langsung. 
Observasi berperan dibagi menjadi: 
1). Berperan pasif 
Teknik penelitian untuk mengamati dan menggunakan informasi 
mengenai perilaku dan kondisi lingkungan peneliti menunjukkan 
kondisi yang sebenarnya. 
2). Berperan aktif 
Observasi ini merupakan cara khusus dan peneliti tidak bersikap 





gkinkan dalam suatu situasi yang berkaitan dengan penelitiannya 
dengan mempertimbangkan posisi yang bisa memberikan akses yang 
bisa diperoleh untuk dimanfaatkan bagi pengumpulan data yang 
lengkap dan mendalam.  
3). Berperan penuh 
Peneliti memang memiliki peran dalam lokasi studinya, 
sehingga benar-benar terlibat dalam kegiatan yang ditelitinya. 
Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi berperan aktif dan 
mendengarkan dengan cermat tentang informasi pemberian kredit bergulir 
dari PNPM Mandiri Perkotaan kepada UKM di kelurahan Jendi. Hasil dari 
kegiatan observasi dicatat dalam bentuk laporan. Kegiatan ini tidak hanya 
dilakukan sekali saja tapi dilakukan beberapa kali agar diperoleh data yang 
valid.  
2. Wawancara  
Menurut Nurul Zuraiah (2005:179) “  Wawancara ialah alat 
pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan 
dijawab secara lisan pula”. Wawancara dilaksanakan secara lisan dan tatap 
muka secara individual maupun kelompok. Tujuannya untuk menghimpun 
data dan mendapatkan informasi secara langsung dari responden. Data yang 
diperoleh dari wawancara sebagai data penguat dari pengamatan yang 
dilakukan dan sebagai pendukung penjelasan dari permasalahan yang 
diteliti.  
3. Dokumentasi 
Menurut Book Walter dalam Sutardi (1996: 74), ”Analisis Dokumen 
adalah suatu penyidikan dari kumpulan bahan-bahan yang ditulis untuk 
menemukan fakta-fakta dari suatu usaha atau pekerjaan”.  
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghim-
pun dan menganalisis data-data yang ada di lokasi penelitian. Dokumen 
merupakan kumpulan data secara tertulis untuk menemukan suatu fakta dari 





penelitian ini adalah dokumen yang berhubungan dengan pemberian kredit 
bergulir oleh PNPM Mandiri Perkotaan kepada UKM di Kelurahan Jendi. 
 
F. Validitas Data 
Data yang sudah terkumpul dalam kegiatan penelitian maka harus di 
usahakan kemantapan dan kebenarannya. Setiap peneliti harus mampu harus bisa 
menentukan validitas data yang diperoleh, dalam penelitian ini validitas data yang 
digunakan adalah dengan teknik triangulasi. Menurut Lexy J Moleong (2007: 
330) ”Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data itu”. Menurut Denzin (1978) dalam Lexy J Moleong 
(2007:330) membedakan empat macam triangulasi yaitu: 
1. Triangulasi sumber yaitu dengan jalan membandingkan data hasil 
pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang 
dikatakan orang di depan umum dan dengan secara pribadi, membanding-
kan hasil wawancara dengan dokumen. Dari hasil pembandingan tersebut 
akan mendapatkan kesamaan pandangan, pikiran dan pendapat kemudian 
akan lebih memantapkan kebenaran yang digali dari beberapa sumber yang 
berbeda. 
2. Triangulasi metode yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil 
penelitian dengan beberapa tehnik pengumpulan data. 
3. Triangulasi dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk 
keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. 
4. Triangulasi teori yaitu dalam membahas permasalahan menggunakan lebih 
dari satu teori.  
Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 
metode. Triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan data sejenis yang 
berkaitan dengan pengumpulan data dari sumber data yang berbeda. Triangulasi 
sumber digunakan  dengan teknik wawancara dengan sumber yang berbeda baik 





Jendi, dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) dari Kelurahan Jendi yang mengelola 
pinjaman bergulir, serta Ketua KSM dan anggota yang menjadi objek penelitian. 
Kemudian kesamaan data responden dibandingkan antara satu dengan yang lain 
dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. 
Triangulasi metode dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 
data yang sejenis tetapi teknik pengumpulan data yang digunakan berbeda, yaitu 
dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan wawancara dan disaat lain 
menggunakan observasi dan dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 
informasi yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian. 
 
G.  Analisis Data 
 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan 
proses pengumpulan data sampai diperoleh suatu kesimpulan, sehingga analisis 
data tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 
Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam HB Sutopo (2006: 117) 
dinyatakan bahwa “ Ada dua model dalam melaksanakan analisis penelitian 
kualitatif yaitu (1) model analisis jalinan atau mengalir (flow model of analysis), 
dan (2) model analisis interaktif (interactive model of analysis)”.  
1. Analisis jalinan  adalah  model analisis yang berkaitan dengan hubungan 
yang mengalir dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, penarikan 
simpulan dan verifikasinya, serta proses pengumpulan data di lapangan, 
proses dengan tiga komponen analisisnya tersebut bila aktivitasnya terjadi 
saling menjalin dalam bentuk arus alur kegiatan menyusun setiap komponen 
analisisnya, dan dilakukan secar terus menerus dalam proses pelaksanaan 
pengumpulan data. 
2. Analisis interaktif adalah dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak di antara 
tiga komponen analisisnya (reduksi data, penarikan simpulan dan verifikasi) 
dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data ber-





di antara tiga komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang 
tersisa bagi penelitiannya. 
Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (interactive model 










Gambar 6 : Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 
         ( Sumber      : Mattew B. Milles & A. Michael Huberman (1992:20)) 
 Penjelasan mengenai teknik analisis data adalah: 
1. Pengumpulan data 
       Pengumpulan data akan dilakukan selama data yang diperlukan belum 
cukup jika telah cukup dalam pengambilan kesimpulan maka pengumpulan 
data dapat dihentikan. Langkah dalam pengumpulan data adalah: 
wawancara, observasi, dan analisis dokumen. 
2. Reduksi Data 
Proses pemilihan, penyederhanaan, mengarahkan, dan membuang yang 
tidak perlu data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Proses 
reduksi berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian disusun.  Reduksi 
merupakan bagian analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat 
fokus, membuang hal-hal yang tidak penting sehingga peneliti dapat 
menarik kesimpulan dengan mudah. 













    Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengorgani-
sasikan informasi secara sistematis, menggabungkan dan merangkai 
keterkaitan antar data, menggambarkan proses dan fenomena yang ada dari 
obyek penelitian. 
4. Penarikan Kesimpulan 
    Kesimpulan dapat berupa kegiatan yang berupa pengembangan ketelitian 
dalam satuan data. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dihubungkan 
dengan pihak yang relevan. 
Tahapan analisis data dilakukan setelah kegiatan awal pengumpulan data 
untuk memperoleh data selesai, maka reduksi data segera dilakukan dan 
dilanjutkan penyajian data, dengan penyajian data dapat dilakukan penarikan 
kesimpulan sementara mengingat proses pengumpulan data masih berlangsung. 
Apabila mendapatkan data baru maka kesalahan segera dapat diperbaiki dari data 
selanjutnya, pengumpulan data akan berjalan dan analisis tetap berjalan sampai 
seluruh data terkumpul dan disusun menjadi sebuah laporan penelitian. 
 
H. Prosedur Penelitian 
Prosedur dalam penelitian ini digambarkan melalui skema yang 
terencana dari awal sampai akhir pembuatan laporan selesai. Langkah-langkah 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Tahap penyusunan proposal dan perijinan 
Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah merencanakan segala 
sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian. Mulai dari 
pengajuan mini proposal, pembuatan proposal, dan mengurus perijinan. 
2. Tahap pengumpulan data 
Pada tahap ini peneliti terjiun kelapangan untuk mengumpulkan data 
yang akan menjadi pendukung penelitian. Teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga 
teknik digunakan agar data yang dikumpulkan benar-benar valid. 





Hal ini dilakukan agar data yang diperlukan dapat terpisah dari data 
yang tidak digunakan. Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui 
apakah data yang telah dikumpulkan sesuai yang diharapkan atau tidak. 
4. Tahap analisis data akhir 
Data yang dianalisis dalam tahap ini adalah keseluruhan data yang 
diperoleh dalam pengumpulan data dan merupakan data yang sangat 
mendukung tujuan penelitian. Data ini sudah di analisis awal, dan dapat 
dikatakan data sudah valid.  
5. Tahap pemeriksaan kesimpulan 
Setelah analisis data dilakukan tahap selanjutnya adalah penarikan 
kesimpulan yang berdasarkan tujuan penelitian. Dengan dukungan data 
yang valid, maka penelitian dapat dipertanggungjawabkan.  
6. Tahap penulisan dan penggandaan laporan 
Tahap ini semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian 
hasilnya telah tercapai, ditulis dan dilaporkan kepada pihak-pihak yang 














Gambar 7: Prosedur Penelitian 























A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
a. Kondisi Umum Dan Geografis 
Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa 
Tengah, memiliki Sembilan (9) dusun yang terdiri dari Dusun Jetak, Dusun 
Kadipaten, Dusun Bendungan, Dusun Nglenggong, Dusun Tenongan, 
Dusun Geran, Dusun Ceperan ,Dusun Ngelo, dan  Dusun Jendi  memiliki 9 
RW dan 32 RT. Desa ini terletak di bagian barat kecamatan Selogiri, 
memiliki dataran dan pegunungan yang memiliki luas wilayah 508.1270 ha 
dengan ketinggian 250 m di atas permukaan laut beriklim tropis. Posisi 
Desa Jendi berbatasan dengan:  
 Sebelah timur  : Desa Singodutan 
 Sebelah Barat  : Desa Pule 
 Sebelah Selatan  : Desa Kepatihan dan Desa Keloran 
 Sebelah Utara  : Kelurahan Kaliancar dan Desa Pule 
b.  Kondisi Demografis 
Jumlah Penduduk Desa Jendi sebesar 6731 yang terdiri 3466 pria 
dan 3265 wanita. Sedangkan jumlah penduduk dewasa sebanyak 5554 yang 
terdiri dari 2868 pria dan 2686 wanita. Pekerjaan dan Mata pencaharian 
utama penduduk adalah petani, pedagang, penambang emas, industri kecil, 
buruh dan pegawai negeri sipil, jumlah penduduk miskin di desa ini sebesar 
669.KK (2756jiwa). 
c. Program Kegiatan BKM 
Program Kegiatan di BKM Ngudi Mulyo disebut dengan Tri Daya 
yang dilaksanakan oleh panitia dan KSM berbasiskan PJM Pronangkis 
(Program Jangka Menengah Program penanggulangan kemiskinan) yang 






1) Kegiatan Sosial (Pendidikan, Kesehatan): pemberian santunan Jompo, 
Pemberian Beasiswa, pembuatan MCK. 
2) Pembangunan Prasarana Lingkungan: pembuatan dan perbaikan jalan, 
jembatan serta talud. 
3) Pengembangan Ekonomi produktif: pemberian kerdit bergulir kepada 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masyarakat. 
d. Visi Dan Misi BKM / LKM Ngudi Mulyo 
BKM Ngudi Mulyo dibentuk melalui Rembug Pembentukan BKM 
pada tanggal 30 September 2007 yang dihadiri oleh 79 orang. Dalam 
rembug tersebut dibahas dan disepakati Visi, Misi, Fungsi sebagaimana 
tertuang dalam Anggaran Dasar BKM dan anggota BKM.  
1). Visi BKM Ngudi Mulyo 
 Mengembangkan potensi desa untuk mewujudkan desa yang 
sejahtera dan bermoral. 
2). Misi BKM 
a). Pengembangan usaha kecil sebagai upaya peningkatan 
pendapatan warga miskin. 
b). Mendorong dan membantu masyarakat miskin dalam bidang 
pendidikan sebagai upaya mencerdaskan masyarakat. 
c). Menanggulangi kekurangan gizi bagi balita dan ibu hamil. 
d). Membangun dan melestarikan sarana dan prasarana dalam 
upaya menunjang peningkatan ekonomi rakyat. 
e). Memelihara lingkungan hidup sebagai salah satu upaya untuk 
memasyarakatkan pola hidup sehat. 
f). Membangun dan memelihara kemitraan dengan pihak lain. 
3). Fungsi BKM 
a). Sebagai kontrol sosial terhadap proses pembangunan, penang-
gulangan kemiskinan. 






c). Pusat penggerak dan penumbuhan nilai- nilai kemasyarakatan serta 
nilai- nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat. 
d). Pusat pengembangan aturan (seperti kode etik, kode tata laku, 
kesempatan bersama). 
e). Pusat pengambilan keputusan yang adil dan demokratis. 
 























Gambar 8: Struktur Organisasi BKM Ngudi Mulyo. 
   Sumber : Arsip BKM Ngudi Mulyo tahun 2009 
BKM/LKM 
 
1. Untung Suparmin    Koordinator 
2. Wiranto     Anggota 
3. Tindih Rahaji     Anggota 
4. Sugeng Mulyanto    Anggota 
5. Sutarno     Anggota 
6. Subagyo     Anggota 
7. Kasimo      Anggota 
8. Ning Budi H     Anggota 
9. Sutomo     Anggota 
10. Tutik Maryana    Anggota 
11. Daryanto     Anggota 
12. Mariastuti     Anggota 










2. Sugeng Haryanto 
Kelompok Swadaya Masyarakat  (KSM) 
Pengawas UPK 
1. Purwanti 





Deskripsi tugas  dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:  
1).  BKM/ LKM 
a). Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan penanggulangan 
kemiskinan serta aturan mainya (termasuk sanksi) secara demokratis 
dan partisipatif. 
b). Mengorganisasi masyarakat untuk bersama- sama merumuskan 
visi,misi,rencana strategis dan rencana program penanggulangan 
kemiskinan (Pronangkis). 
c). Memonitor ,mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-
keputusan yang telah diambil BKM, termasuk penanggulangan dana 
P2KP. 
d). Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak 
tahap penggalian ide, pengambilan keputusan, pelaksanaaan, pemeli-
haraan hingga monitoring dan evaluasi. 
e). Memutuskan proposal mana yang diprioritaskan didanai oleh P2KP 
setelah dilakukan penilaian oleh unit- unit pelaksana. 
f). Memonitor,mengawasi dan memberi masukan untuk berbagai 
kebijakan maupun program pemerintah desa atau kelurahan. 
g).  Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat, 
khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan di wilayahnya. 
h). Membuka peluang (akses) dan kesempatan seluas-luasnya kepada 
masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan,keputusan 
kegiatan dan keuangan yang dibawah kendali BKM. 
i). Memfasilitasi aspirasi dan prakasa masyarakat dalam merumuskan 
kebutuhan dan usulan program penanggulangan kemiskinan dan 
pembangunan wilayah. 
j). Menghidupkan serta menunbuh kembangkan kembali nilai-nilai luhur 
dalam kehidupan masyarakat. 
k). Merencanakan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan 
dengan menciptakan lapangan kerja baru,pengembangan ekonomi 





l). Membantu (memfasilitasi) jaringan (networking) kerja sama dengan 
berbagai potensi sumber daya yang berada diluar lingkungan setempat. 
2). Seketaris BKM /LKM 
a). Menyusun agenda rapat/pertemuan BKM  
b). Membuat dan menyebarkan surat undangan 
c). Bertindak sebagai notulen dalam setiap acara rapat/pertemuan BKM  
d). Memberikan laporan hasil notulen kepada seluruh anggota BKM  
e). Mencatat administrasi keuangan oprasional BKM dan mencatat 
pengolahan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). 
3). Pengawas UPK- BKM/ LKM 
a). Monitoring,  evaluasi dan audit terhadap UPK untuk mengukur kinerja 
operasional (kepatuhan) maupun kinerja keuangan berdasarkan 
indikator yang berlaku. 
b). Mengarahkan UPK dalam mengelola Pinjaman Bergulir agar sesuai 
dengan kebijakan dan ketentuan yang telah dibuat oleh LKM. 
c). Melakukan  pengawasan / pemeriksaan  terhadap  seluruh  kegiatan 
pengelolaan pinjaman bergulir baik di UPK maupun di KSM . 
d). Bekerja sama dengan  LKM, relawan dan para perangkat desa untuk 
mensosialisasikan kegiatan pinjaman bergulir. 
e). Bekerja sama dengan relawan  dan  para perangkat kelurahan/desa 
untuk membantu pengumpulan angsuran pinjaman. 
4). UPS- BKM 
a). Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM. 
b). Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/ 
Panitia bidang sosial. 
c). Membangun /mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui 
media warga. 
d). Memfasilitasi dan mendorong masyarakat dalam Komunitas Belajar 
Kelurahan/Desa. 
e). Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial. 





5). UPK- BKM 
a). Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM . 
b). Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM 
ekonomi. 
c). Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM, 
mengadministrasikan keuangan. 
d). Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang 
mendukung progran ekonomi UPK. 
6). UPL-BKM  
a). Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/panitia 
pembangunan. 
b). Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar 
lingkungan perumahan dan pemukiman yang dilaksanakan oleh 
KSM/panitia pembangunan. 
c). Motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama 
dan gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan 
pemukiman. 
d). Menggali potensi lokal yang ada di wilayahnya. 




























Gambar 9: Struktur Organisasi UPK 
Sumber   : Arsip BKM Ngudi Mulyo 2009 
Deskripsi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian 
adalah sebagai berikut: 
1). Tugas  Manajer UPK  
a). Menyusun rencana usaha (business plan) tahunan UPK 
b). Menyusun rencana anggaran pendapatan  dan  biaya tahunan 
UPK 
c). Mengarahkan dan memotivasi petugas UPK dalam kegiatan 
masing-masing agar kinerja UPK dapat mencapai indikator yang 
ditentukan. 
d). Melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  kepada  seluruh 
personil UPK  agar  melaksanakan  pekerjaan  sesuai  tugas  dan  
tanggung jawabnya 
e). Melakukan  verifikasi  dan  analisis  terhadap  usulan  pinjaman 
yang disampaikan oleh petugas pinjaman UPK. 
f). Memberikan putusan pinjaman berupa persetujuan atau  
penolakan 
g).  usulan pinjaman 














kepada KSM peminjam 
i). Melakukan pemeriksaan pembukuan dan kas sebelum akhir hari. 
j). Memfasilitasi penyetoran dan pengambilan tabungan KSM di 
bank/UPK 
k). Menyetujui pengeluaran biaya UPK 
l). Bersama  LKM menandatangani contoh tanda tangan Rekening UPK 
di Bank dan bersama-sama LKM melakukan penarikan dana rekening 
tersebut sesuai dengan kebutuhan. 
m). Memelihara aset UPK 
n). Mengevaluasi kegiatan UPK 
o). Melakukan tugas  dan  tanggung  jawab petugas pembuku jika UPK 
tidak memiliki personil pembuku 
p). Memberikan bantuan dan akses informasi tentang kegiatan 
pengelolaan pinjaman bergulir atas pemeriksaan yang dilakukan oleh 
pengawas, auditor independen maupun dari pemerintah 
q). Bersama pembuku menandatangani surat-menyurat dan laporan UPK 
r). Atas  persetujuan  LKM  melakukan  tindakan  keluar  UPK misalnya 
koordinasi dengan instansi pemerintah/swasta. 
s). Memberikan  bimbingan   tentang  hal - hal  yang  diperlukan   untuk 
menunjang kinerja Pinjaman Bergulir kepada KSM  dan anggotanya 
misalnya Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga, Kewirausahaan dan 
sebagainya. 
t). Melakukan usulan-usulan perubahan ketentuan pengelolaan pinjaman 
bergulir yang dinilai dapat lebih memajukan UPK. 
2). Tanggungj awab Manajer UPK 
a). Bertanggung jawab kepada LKM mengenai kinerja operasional  dan 
keuangan UPK serta pencapaian indikator yang ditentukan 
b). Memberikan  Laporan  Keuangan  bulanan (paling lambat tanggal 5 
bulan berikutnya)  dan  tahunan (paling lambat tgl 5 Januari) kepada 
LKM. 





d). Menggantikan tugas-tugas petugas UPK apabila yang bersangkutan 
berhalangan masuk. 
e). Dalam  hal  petugas  UPK   hanya  2  orang,   maka  Manajer   UPK 
bertanggung jawab rangkap sebagai Pembuku. 
3). Tugas Pembuku 
a). Mencatat setiap transaksi yang terjadi ke dalam buku-buku dan kartu 
yang telah ditetapkan, tepat pada tanggal transaksi dan sesuai dengan 
ketentuan pedoman teknis pembukuan. 
b). Melaksanakan penutupan buku setiap akhir hari kerja dan mencatat  
pada Buku Besar dan Kartu yang dibutuhkan 
c). Mengelola buku-buku dan kartu yang ada di UPK 
d). Melakukan tutup buku akhir bulan dan akhir tahun serta 
menyelesaikan pembuatan Laporan Keuangan (Neraca dan Laba 
Rugi) secara benar dan tepat waktu 
e). Mengumumkan  Laporan  Keuangan kepada masyarakat minimal di 5 
tempat yang strategis secara tepat waktu 
f). Membuat laporan lain yang diperlukan sehubungan dengan Pinjaman 
Bergulir. 
g).  Memberikan  usulan  perubahan-perubahan  ketentuan  pengelolaan 
UPK yang dinilai dapat memajukan UPK kepada Manajer UPK 
h). Bertanggung jawab  atas kerugian UPK  yang disebabkan oleh yang 
bersangkutan 
i). Melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh manajer UPK. 
4). Tanggung jawab Pembuku 
a). Bertanggungjawab  kepada  Manajer  UPK  atas terselenggaranya 
pembukuan UPK yang baik dan benar. 
b). Menyelesaikan   laporan  bulanan,  triwulan,  tahunan  dan  laporan- 
laporan secara benar dan tepat waktu. 
c). Bersama dengan  Kasir bertanggung  jawab atas penyimpanan sisa 
Kas UPK di peti besi (brandkast) 





dan ketertiban administrasi dan surat menyurat di UPK 
e). Bertanggung   jawab   atas  ketertiban  pengarsipan  bukti  kas   dan 
pembukuan UPK. 
5). Tugas Kasir UPK  
a). Melakukan perencanaan kas untuk hari kerja berikutnya. 
b). Menata kerjakan  uang  kas  UPK  pada awal hari kerja, saat operasi 
dan akhir hari. 
c). Membayarkan pinjaman yang telah  mendapatkan  persetujuan  atau 
putusan Manajer 
d). Membayarkan penarikan tabungan tanggung renteng dan pengeluaran 
biaya lainnya yang telah mendapat persetujuan Manajer 
e). Menerima setoran tabungan, angsuran atau pelunasan pinjaman dan 
jasa pinjaman atau setoran lainnya 
f). Melakukan  penyetoran  dan  penarikan  uang  kas/tunai ke  dan dari 
Bank dan atau lembaga keuangan formal 
g).  Memelihara aset dan inventaris UPK secara umum, dan khususnya 
yang secara langsung dipakainya 
h). Menyimpan  sisa  uang  kas  (saldo kas)  dan  perincian kas ke dalam 
brankas bersama-sama dengan pembuku 
i). Memberikan usulan  perubahan-perubahan  ketentuan pengelolaan 
UPK yang dinilai dapat memajukan UPK kepada Manajer UPK 
6). Tanggung jawab Kasir UPK 
a). Bertanggungjawab kepada Manajer UPK mengenai pengelolaan kas 
UPK. 
b). Bertanggung jawab atas kecukupan kas untuk kegiatan UPK. 
c). Bersama Pembuku bertanggung jawab atas sisa kas yang disimpan 
di peti besi (brankas). 
d). Bertanggung jawab atas segala kerugian UPK yang disebabkan oleh 
kesalahan yang bersangkutan. 






7). Tugas Petugas Pinjaman UPK 
a). Melakukan promosi pinjaman dan tabungan kepada masyarakat  
b). Melakukan  pendampingan  kepada  calon  peminjam yang terdaftar 
dalam sasaran utama baik mengenai pemahaman prosedur pinjaman, 
pengisian proposal (usulan),  maupun  pembinaan  ekonomi  rumah 
tangga peminjam. 
c). Melakukan analisis terhadap proposal (usulan) pinjaman yang 
diterima sesuai prosedur dan menggunakan blanko yang ditetapkan 
d). Mengusulkan besar pinjaman,  jasa pinjaman,  besar angsuran  dan 
jangka   waktu   pinjaman  kepada   Manajer  sesuai   prosedur  dan 
menggunakan blanko yang ditetapkan 
e). Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada peminjam 
f). Melakukan penagihan atau penarikan angsuran secara terus menerus, 
terlebih kepada peminjam yang telah memiliki tunggakan 
g).  Memelihara aset dan inventaris UPK secara umum, dan khususnya 
yang secara langsung dipergunakan setiap hari 
h). Membuat usulan kepada manajer untuk memindahbukukan tabungan 
tanggung renteng KSM peminjam bagi KSM yang menunggak setiap  
akhir bulan berjalan. 
i). Membuat usulan kepada Manajer UPK untuk penyelamatan pinjaman 
bagi  peminjam  yang  merasa kesulitan dalam membayar angsuran 
pinjaman. 
j). Memberikan  usulan  kepada  Manajer  UPK  mengenai  perubahan- 
perubahan ketentuan Pinjaman Bergulir yang dinilai dapat memajukan 
UPK. 
8). Tanggungjawab Petugas Pinjaman UPK 
a). Bertanggung  jawab  kepada  Manajer  UPK bahwa usulan pinjaman 
telah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  berdasarkan  hasil 





b). Bertanggung  jawab  kepada Manajer UPK bahwa pinjaman bergulir 
UPK  mencapai  kinerja  yang  memuaskan dan memenuhi indikator-
indikator yang ditentukan. 
c). Bertanggung jawab kepada Manajer UPK tentang selesainya  laporan- 
laporan Pinjaman Bergulir secara benar dan tepat waktu. 
d). Bertanggung jawab atas segala kerugian UPK yang disebabkan oleh 
kesalahan yang bersangkutan 
e). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh manajer. 
 
g. Perkembangan  BKM  
Dalam penanggulangan kemiskinan, perkembangan BKM dapat 
ditinjau secara internal maupun secara eksternal. Secara internal BKM 
dilihat dari fasilitas  proses pemberdayaan masyarakat, sedangkan secara 
eksternal BKM dilihat pembangunan jaringan dengan pemerintah stake 
holders, dan kelompok peduli. 
 
2. Gambaran Umum Implementasi Kredit Bergulir PNPM Mandiri 
Perkotaan kepada UKM di Kelurahan Jendi 
 
Kredit Bergulir PNPM mandiri Perkotaan ini lebih difokuskan untuk 
memberikan pinjaman modal atau tambahan modal kepada masyarakat golongan 
ekonomi lemah yang sebelumnya telah membentuk KSM. Kredit Bergulir 
termasuk dalam kegiatan Tridaya bidang ekonomi yang dikelola oleh Unit 
Pengelola Keuangan (UPK). 
Masyarakat Kelurahan Jendi menerima kredit bergulir sejak tahun 2005 
melalui P2KP, selanjutnya diteruskan PNPM Mandiri Perkotaan pada tahun 2007. 
Jumlah KSM  yang mengajukan kredit semakin tahun semakin bertambah, karena 
kredit bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dengan bunga yang di bebankan  relatif 
rendah dan ringan ini, dirasa sangat membantu permodalan UKM masyarakat. 
Ketentuan Umum kredit bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di kelurahan 







Peminjam dalam Pinjaman Bergulir ini adalah Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM) yang telah memenuhi kriteria minimal KSM diatas, 
bukan individu (perorangan). Adapun kriteria anggota KSM yang 
meminjam harus memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut: 
1). Warga miskin yang tercantum dalam Pemetaan Swadaya. 
2). Mempunyai usaha atau akan memulai usaha. 
3). Usahanya menguntungkan dan dapat dikembangkan. 
4). Mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha. 
5). Memerlukan tambahan modal kerja. 
6). Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman. 
7). Mendapat persetujuan keluarga. 
8). Usahanya tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan dan 
kesusilaan. 
Bagi anggota KSM yang telah menerima pinjaman sampai batas 
maksimal (Rp 2.000.000,00 atau 4 kali pinjaman) maka LKM/UPK akan 
memberikan rekomendasi  anggota KSM tersebut ke Lembaga Keuangan 
Formal dan mengupayakan channeling sebagai sumber dana pinjaman.  
b. Plafon Kredit 
Besar pinjaman mula-mula ditentukan maksimal Rp. 500.000,00 
peranggota dalam satu KSM yang ditentukan menurut kemampuan 
pengembalian pinjaman. KSM yang memiliki tingkat pengembalian baik, 
dapat memperoleh pinjaman kembali sampai dengan Rp 2.000.000,00 
peranggota dan disesuaikan dengan dana  yang dimiliki UPK. Jangka waktu 
pinjaman 3-12 bulan disesuaikan dengan kondisi usaha peminjam. .  
c. Suku Bunga 
Suku bunga ditentukan atas kesepakatan pengurus LKM dan UPK 
sesuai dengan aturan umum dari PNPM Mandiri Perkotaan yaitu 1,5 % dari 
jumlah pokok pinjaman. 
d. Sistem Angsuran 





(grace period ). Setiap kali angsuran harus mencakup jasa dan pokok 
pinjaman. Apabila terjadi jumlah pembayaran yang tidak mencukupi untuk 
membayar keseluruhan jumlah angsuran pokok dan jasa, maka prioritas 
pembayaran dilakukan menurut urutan : Jasa Pinjaman, Pokok Pinjaman 
yang tertunggak. Sistem pembayaran menggunakan tanggung renteng, 
artinya semua pinjaman merupakan tanggung jawab semua anggota KSM 
dalam satu KSM.  
 
B. Deskripsi Permasalahan Di Lokasi Penelitian 
Sejalan dengan permasalahan yang peneliti kaji yaitu tentang implementasi 
pemberian kredit begulir PNPM Mandiri Perkotaan kepada UKM di kelurahan 
Jendi untuk memberikan atau menambah modal masyarakat, maka untuk 
memberikan gambaran mengenai data yang berkaitan dengan permasalahan 
tersebut dapat dilihat dari prosedur pemberian kredit begulir PNPM Mandiri 
Perkotaan kepada UKM di kelurahan Jendi, peranan kredit terhadap UKM , 
hambatan yang dihadapi oleh UKM dan UPK dalam proses pemberian kredit dan 
upaya untuk menghadapi hambatan tersebut, dan upaya yang dilakukan untuk 
menghadapi hambatan tersbut. Mengenai gambaran data tersebut dikemukakan 
sebagai berikut: 
1. Prosedur Pemberian Kredit Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan 
Kepada UKM Masyarakat Kelurahan Jendi 
 
a. Tahap Pengajuan Pinjaman 
Dalam tahap ini kegiatan dilakukan oleh KSM didampingi oleh petugas 
UPK kelurahan Jendi. Kegiatan yang dilakukan adalah: 
1). Masyarakat Membentuk KSM  
KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang terdiri 3-10 anggota.  
2). KSM Membuat Proposal 
Proposal dibuat oleh ketua KSM yang berisi: 
a). Berita Acara Pembentukan KSM  
         Berisi kapan berdiri, apa nama, siapa  ketua dan anggota KSM . 





Berisi peryataan bahwa KSM tersebut ingin mengajukan kredit  
bergulir dan kesanggupan tanggung renteng di UPK setempat. 
Dibawah peryataan ditandatangani oleh masing-masing anggota KSM 
dan kepala dusun setempat. 
c). Fotocopy KTP masing-masing anggota KSM. 
d). Blanko Pengajuan Pinjaman Anggota KSM  yang diisi. 
Berisi tujuan pinjaman, penghasilan dan pengeluaran masing-
masing anggota KSM.  
3). KSM  Menyerahkan  Proposal  
Proposal yang telah lengkap oleh ketua KSM diserahkan kepada 
petugas UPK. Keterangan mengenai persyaratan pengajuan kredit 
diungkapkan oleh Bp. Sugeng, selaku UPK bagian pinjaman yang 
mengatakan bahwa: 
“Masyarakat membentuk kelompok yang disebut KSM, lalu KSM 
tersebut mengajukan proposal yang berisi, berita acara pembentukan 
KSM,  surat pernyataan KSM yang isinya peryataan ingin mengajukan 
kredit dan kesediaan tanggung renteng, fotocopy KTP masing-masing 
anggota KSM, blanko pengajuan pinjaman Anggota KSM” 
(wawancara Bp.Sugeng Sabtu , 1 Mei 2009  pukul 12.00 WIB). 
 
Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu. Sri Mulyani selaku 
ketua dari KSM Damai mengatakan bahwa: 
 “ Saya dan 3 teman membuat kelompok yang kami namakan KSM 
Damai mbak , lalu kami membuat proposal pengajuan kredit yang 
isinya kapan dibentuk dan terdiri siapa saja KSM kami, surat 
peryataan yang ditandatangani semua anggota dan kepala dusun, 
fotocopy KTP sebagai Jaminan pengganti agunan, blanko berisi tujuan 
meminjam dan besar penghasilan sehari-hari masing-masing anggota.  
” (wawancara Ibu. Sri Mulyani pada Selasa,1 Juni 2010 pukul 16.00 
WIB).  
 
Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bp. Sarino selaku ketua 
KSM Barokah “Pertama saya bersama KSM saya datang ke kantor 
kelurahan Jendi yang juga kesekretariatan BKM untuk mengajukan kredit 





Bp. Sugeng”. (wawancara Bp. Sarino pada Sabtu, 29 Mei 2010 pukul 13.00 
WIB). 
 
b. Tahap Pemeriksaan Pinjaman 
Petugas UPK menerima  dan  memeriksa kelengkapan  dan kebenaran 
proposal yang diterima dari ketua KSM:  
1). Surat pernyataan apakah sudah diisi dengan benar dan lengkap. 
2). Blanko  Pengajuan  Pinjaman Anggota KSM  apakah sudah diisi 
dengan lengkap dan benar. 
3). Fotocopy  KTP masing-masing calon peminjam apakah sudah ada, 
masih berlaku dan penduduk setempat . 
Bila calon peminjam telah memahami penjelasan yang diberikan oleh 
petugas UPK kemudian permohonan pinjaman dicatat dalam buku Register 
Permohonan Pinjaman. lampirannya yang diterima dari Ketua KSM .Petugas 
Pinjaman UPK dan BKM selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan 
masing-masing anggota KSM  dan membuat analisis atas permohonan 
pinjaman tersebut. Pemeriksaan lapangan ditujukan untuk mengetahui 
kelayakan anggota KSM (miskin/tidak;punya usaha/tidak)serta untuk 
memperoleh informasi dasar guna menganalisis kemauan dan kemampuan 
calon  peminjam  dalam mengembalikan pinjaman. Pada tahap pemeriksaan 
pinjaman tidak hanya dari UPK ,  pihak BKM juga ikut serta, karena semua 
keputusan pinjaman diputuskan BKM ,UPK hanya sebagai pengelola 
teknis.Hal- hal yang menjadi informasi dalam melakukan pemeriksaan 
pinjmaan adalah: 
1). Karakter atau watak calon peminjam dengan meminta informasi 
kepada tetangga dan aparat kelurahan setempat. 
2). Kondisi usaha calon peminjam,apakah baru akan berdiri atau sudah 
berjalan.bertentangan dengan hukum,kesopanan,kesusilaan atau tidak.  
3). Kemampuan usaha dalam memperoleh laba,bagaimana penjualanya, 
berapa laba/keuntungan bersih  usaha dalam satu hari, berapa biaya 





4). Modal awal yang dimiliki peminjam.  
Berdasarkan hasil pemeriksaan,  manager UPK  dan koordinator BKM 
membuat keputusan apakah pinjaman tersebut disetujui atau ditolak  dan  
menandatangani dalam kolom tanda tangan usulan pinjaman. Berikut 
penuturan Bp. Sugeng.H, yang menyatakan bahwa,: 
“Kalau semua persyaratan sudah oke, saya selaku UPK dan BKM 
melakukan pemeriksaan kerumah masing-masing anggota KSM. 
Pemeriksaan kami mengenai watak peminjam dengan menanyakan 
pada tetangga dan aparat kelurahan setempat,usaha peminjam baru 
apa lama mbak,jenis usahanya sesuai dengan aturan hukum tidak,dan 
melanggar kesopanan, karena sekarang ini banyak usaha yang tidak 
sesuai dengan norma kesusilaan. Kami juga menanyakan 
laba/keuntungan bersih usaha dalam satu hari,biaya hidup keluarga 
dalam satu hari,dan yang terakhir berapa modal awal yang dimiliki 
peminjam” (Wawancara Bp. Sugeng.H,  pada Sabtu, 29 Mei pukul 
12.00 WIB).  
 
Pernyataan yang sama juga diungkapkan Bp. Untung Suparmin selaku 
koordinator BKM,”...setelah UPK dan salah satu anggota BKM melakukan 
pemeriksaan lapangan ke masing-masing anggota KSM, saya selaku 
koodinator BKM menandatangani surat usulan pinjaman” (wawancara 
Bp.Untung Suparmin, pada hari Selasa,3 Mei 2010 pukul 14.00 WIB). 
 
c. Tahap Putusan (Persetujuan Atau Penolakan ) Pinjaman 
Setelah UPK bagian pinjaman dan BKM melakukan pemeriksaan 
kerumah masing-masing anggota KSM, manajer UPK kemudian meneliti 
pengajuan pinjaman KSM beserta usulan pinjaman dari Petugas UPK. Hal-
hal yang perlu diperhatikan dalam putusan adalah : 
1). Kelayakan  KSM  sebagai  sasaran  PNPM  Mandiri  Perkotaan dan 
sebagai calon peminjam. Sasaran utamanya adalah KSM yang 
beranggotakan masyarakat miskin yang memiliki usaha rumah tangga. 
2). Hasil pemeriksaan Petugas UPK dan BKM terhadap usaha anggota 
KSM 
3). Usulan putusan dari Petugas UPK. 





UPK dan Koordinator BKM memberikan  persetujuan  atas usulan petugas 
UPK dan BKM , yang selanjutnya  menandatangani dalam kolom tanda 
tangan persetujuannya. Semua ini menyatakan bahwa usulan pinjaman KSM 
telah disetujui,yang selanjutnya menuju tahap realisasi pinjaman. Berikut 
penuturan Bp. Sugeng: 
”.....setelah dilakukan pemeriksaan pinjaman,dengan memperhatikan 
pantas tidaknya KSM memperoleh pinjaman ,maka UPK pinjaman 
mengajukan usulan pinjaman KSM kepada manajer UPK dan 
koordinator BKM untuk ditandatangani,dimana hal itu berarti usulan 
pinjaman KSM yang bersangkutan telah disetujui,karena telah lolos 
pemeriksaan. Bagi KSM yang tidak lolos pemeriksaan,maka akan 
dilaksanakan pemeriksaan ulang, jika setelah pemeriksaan ulang KSM 
tersebut tidak layak memperoleh pinjaman, otomatis usulan pinjaman 
KSM yang bersangkutan telah ditolak oleh manajer UPK dan 
koordinator BKM lalu berkas permohonan KSM dikembalikan” 
(Wawancara tanggal 29 Mei pukul 12.00 WIB). 
 
Apabila  berdasar  hasil  penelitian  terdapat  masalah/ keraguan 
(misalnya omzet,  biaya, pendapatan tidak wajar),  Manajer UPK memeriksa 
ulang pada hal-hal yang diragukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang, 
Manajer UPK memutuskan persetujuan atau penolakan. Apabila berdasar 
hasil penelitian ternyata dinilai tidak layak untuk diberikan pinjaman, 
Manajer UPK memutuskan untuk menolak pemberian pinjaman. Berkas  
permohonan  pinjaman  yang  telah  diputus  kemudian diserahkan kembali 
kepada petugas UPK untuk diselesaikan lebih lanjut. 
 
d. Tahap Realisasi/ Pencairan Pinjaman 
Setelah menerima berkas pinjaman yang telah diputus,  Manajer UPK 
memberitahu KSM tentang putusan tersebut , jika ditolak, KSM diberitahu 
disertai alasan penolakannya. Jika disetujui, KSM diberitahu mengenai 
ketentuan perjanjian pinjaman dan angsurannya. Jika KSM telah memahami 
dan menyetujui ketentuan perjanjian pinjaman dan angsuran tersebut, maka 
UPK menyiapkan dokumen realisasi pinjaman: 
1). Surat Perjanjian Pinjaman menggunakan meterai Rp 6.000,00 (1 set) 





3). Kartu Pinjaman KSM . 
Setelah  KSM beserta anggotanya memahami semua ketentuan pinjaman 
yang  akan  diterimanya,  KSM  dan  anggotanya diminta menandatangani 
dokumen  Surat  Perjanjian  Pinjaman  dan  Bukti Kas Keluar UPK. Petugas UPK 
menyerahkan berkas yang telah ditandatangani KSM beserta anggotanya  tersebut  
kepada  Manajer  UPK  untuk  meminta  persetujuan realisasi, seperti pernyataan 
Bp.Sugeng  selaku UPK bagian pinjaman,”...usulan pinjaman KSM yang telah 
disetujui ,selanjutnya menempuh tahap realisasi pinjaman. Semua anggota KSM 
harus datang ke kantor kelurahan Jendi untuk menandatangani surat perjanjian 
pinjaman dan bukti kas keluar UPK”(wawancara Bp. Sugeng,tanggal 29 Mei 2010 
pukul 13.00 WIB). 
Manajer UPK meneliti pengisian Surat Perjanjian Pinjaman  beserta 
lampirannya dan Bukti Kas Keluar UPK. Keduanya dicocokkan, selanjutnya 
memberikan persetujuan dengan menanda tangani pada kolom tanda tangan di 
Bukti Kas Keluar UPK , dan menyerahkan berkas tersebut kepada Pembuku. 
Pembuku memeriksa pengisian Surat Perjanjian Pinjaman  dan Bukti Kas Keluar 
UPK. Apabila tidak terdapat masalah, dicatat dalam Buku  Kas  Harian  UPK,  
Catatan Uang Keluar,  Kartu Pinjaman KSM,  Register Sisa Pijaman dan  
menyerahkan  Bukti Kas Keluar UPK kepada Kasir untuk dibayar. Berkas 
pinjaman lainnya diadministrasikan. 
 Kasir  memanggil  KSM  beserta  anggotanya, menjelaskan kembali 
besar pinjaman dan syarat-syarat pinjaman lainnya termasuk bunga 1,5%, jangka 
waktu 12 kali setoran dalam 1 tahun, angsuran terdiri dari (pokok +jasa) dan 
tanggung renteng. Setelah KSM memahami penjelasan, kasir meminta KSM  
menandatangani  bagian  belakang Bukti Kas Keluar UPK sebagai tanda 
penerimaan uang. Kemudian Kasir membubuhkan tanda  tangan  pada  kolom  
kasir di Bukti Kas Keluar UPK dan menyerahkan uang pinjaman kepada KSM 
beserta duplikat Bukti Kas Keluar. Bukti Kas Keluar UPK asli sementara 
disimpan Kasir sebagai  bukti  kas, dan pada akhir hari diserahkan kepada 
Pembuku sebagai bukti pembukuan.  Lembar  ketiga  lainnya  dimasukkan ke 





Petugas  UPK  meneliti kelengkapan  isi berkas pinjaman (Copy Bukti 
Kas Keluar, Surat Perjanjian Pinjaman, blanko Putusan Manajer UPK, blanko  
Pemeriksaan analis, Usulan  Petugas UPK, dan Permohonan Pinjaman, Pengajuan 
Pinjaman anggota, copy KTP dan Berita Acara Pembentukan KSM serta Aturan 
Main KSM),  kemudian menyimpan secara berurutan berdasarkan nomor rekening 
pinjaman.   
 
e. Tahap Pembinaan Peminjam 
Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penggunaan pinjaman 
dan mengingatkan peminjam akan kewajiban dalam melakukan pembayaran 
pinjaman, maka Petugas UPK perlu melakukan pembinaan kepada 
peminjam. Bentuk pembinaan dilakukan dengan melakukan kunjungan dan 
silaturahmi menjaga hubungan baik kepada peminjam 1 bulan setelah 
realisasi pinjaman ketempat usaha peminjam, dengan tujuan : 
1). Melihat kondisi usaha masih berjalan atau tidak 
2). Melihat  perkembangan  usaha  peminjam,  makin berkembang atau 
makin menurun. 
3). Melihat tujuan pinjaman digunakan sesuai dengan permohonan atau 
menyimpang. 
4). Membantu mencarikan jalan keluar apabila terjadi masalah  dengan 
usaha peminjam 
          Kunjungan ke rumah peminjam, dengan tujuan : 
1). Melihat kepastian domisili  KSM peminjam  
2). Melihat keadaan kesejahteraan peminjam 
3). Membantu mencarikan jalan keluar kepada peminjam apabila terjadi 
masalah dengan kesejahteraan peminjam yang akan mempengaruhi 
kelancaran angsuran pinjamannya. 
Dengan kunjungan silaturahmi dan pembinaan kepada peminjam di 
bulan pertama setelah realisasi, maka akan lebih awal terdeteksi apabila 
terjadi penyimpangan dalam penggunaan pinjaman, atau apabila terdapat 





“.... setelah 1 bulan realisai saya melakukan pembinaan dengan 
mengunjungi rumah masing-masimg anggota KSM untuk melihat 
kondisi usaha masih berjalan atau tidak, perkembangan, tujuan,dan 
membantu mencarikan penyelesaian jalan keluar jika terjadi masalah  
masing-masing anggota KSM, jika terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan dan bisa menjadi tunggakan kredit, kami UPK bisa lebih 
awal mengantisipasi’(wawancara Bp.Sugeng tanggal 29 Mei 2010 
pukul 13.00WIB ). 
 
f. Tahap Pembayaran Kembali Pinjaman 
Menjelang 1 atau 2 hari tanggal pembayaran angsuran pinjaman, 
anggota KSM menyerahkan uang angsuran  dan  jasa pinjaman kepada 
ketua KSM untuk disetorkan ke UPK. Pengurus dan anggota KSM wajib 
saling mengingatkan kepada yang belum menyetorkan uang angsuran 
pinjamannya agar segera memenuhi kewajibannya. Angsuran pinjaman 
(pokok dan jasa) serta tabungan yang terkumpul, disetor oleh Pengurus 
KSM kepada UPK dengan membawa Kartu Pinjaman KSM dan Kartu 
Tabungan. Seperti penuturan Bp.Sularman ketua KSM Ngupoyo Maju: 
” waktu tanggal jatuh tempo pembayaran ,saya sudah mengumpulkan 
uang setoran anggota KSM saya, lalu saya setor kepada  Bp.Sugeng  
dan dicatat ke dalam Kartu Pinjaman KSM, dan sedikit menabung 
untuk storan bulan depan”(Wawancara Bp. Sularman tanggal 3 Juni 
2010 pukul 16.00WIB).  
 
Kasir menghitung jumlah setoran dari KSM., apabila jumlahnya 
sesuai, Kasir membuat Bukti Kas Masuk UPK , selanjutnya pembuku 
mencatat penerimaan setoran dari KSM dalam buku Kas Harian UPK, Kartu 
Pinjaman KSM dan UPK ,  Catatan Uang Masuk  Kartu  Tabungan  KSM , 
Register  Tabungan dan  Buku Register Pinjaman KSM . UPK menyerahkan 
kembali Kartu Pinjaman KSM , Kartu Tabungan KSM (UPK  milik KSM 
yang telah diisi dan ditandatangani oleh petugas UPK kepada penyetor   
Pengurus  KSM  pada  kesempatan  pertama  memberitahukan   transaksi 
penyetoran pinjaman dan tabungan tersebut kepada anggotanya. Tidak 
dianjurkan untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman di luar kantor 
LKM/UPK dan diluar jam kerja.  Apabila pengurus atau anggota KSM 





dan anggota lain wajib mengusahakan memenuhi  kewajiban  tersebut  
terlebih  dahulu sebagai bentuk tanggung jawab kesepakatan tanggung 
renteng. 
Skema Tahap Pemberian Kredit Bergulir 

























Gambar 10: Skema Tahap Pemberian Kredit Bergulir Kelurahan Jendi 
Sumber: Arsip BKM  “Ngudi Mulyo” 
1. Pengajuan Pinjaman 
2. Pemeriksaan Pinjaman 
3. Putusan Pinjaman 
6. Pembayaran Pinjaman 
1. Analisis pinjaman (Blanko 
permohonan pinjaman) 
2. Usulan Pinjama (Blanko 
Permohonan Pinjaman ) 
Catatan Hasil Pembinaan  
Pinjaman 
1. Kartu pinjaman 
2. Bukti kas masuk 
3. Kartu tabungan 
Putusan(persetujuan/penolakan) 
dari Usulan Pinjaman 
1. Surat Perjanjian Pinjaman 
2. Bukti Kas Keluar 
3. Kartu pinjaman 
5. Pembinaan Peminjam 
4. Realisasi Pinjaman 
Blanko Permohonan 
pinjaman,dilampiri: 
Blanko pengajuan Pinjaman 
1. Copy KTP 
2. Berita Acara Pembentukan KSM  





2. Peranan Kredit Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kepada  
UKM Di Kelurahan Jendi 
 
a. Membantu Masyarakat Untuk Mengembangkan Usahanya  
Pemberian kredit bergulir dari PNPM Mandiri ini sangat membantu 
usaha masyarakat, mereka mulai mampu membeli bahan baku dan alat-alat 
produksi untuk usaha mereka. Bantuan yang mereka peroleh dengan bunga 
yang sangat ringan 1,5% dan tanpa menggunakan agunan sangatlah menjadi 
hal yang menyegarkan. Berikut penuturan Bp.Mujiono selaku KSM 
Ngupoyo Maju,”...setelah saya mendapat bantuan PNPM -MP saya bisa 
membeli bahan baku cumi-cumi dan alat-alat untuk membuat kripik cumi-
cumi mbak.”(wawancara Bp. Mujiono tanggal 25 Mei 2010 pukul 16.00 
WIB). Selain membantu masyarakat yang baru merintis usaha, juga sangat 
membantu masyarakat yang sebelumnya telah mempunyai usaha kecil 
tambang emas,mereka bisa membeli alat untuk memproses emas yang 
disebut glundung. Seperti penuturan Ibu. Sri Mulyani selaku Ketua KSM 
Damai ,”saya memperoleh pinjaman sebesar Rp 1.500.000,00 dari PNPM-
MP mbak, pinjaman itu saya pakai untuk membeli glundung guna 
mendukung proses pengolahan emas yang dicari suami saya, yang 
sebelumnya saya hanya menyewa glundung pada tetangga saya”(wawancara 
Ibu. Sri Mulyani pada tanggal 26 Mei 2010 pukul 17.00 WIB). 
b. Meningkatkan Prokduktivitas UKM Masyarakat  
UKM masyarakat yang tadinya hampir hilang karena kekurangan 
modal sekarang mulai bangkit lagi . Masyarakat menjadi semangat lagi 
untuk mengembangkan usaha. Para ibu yang membuat tempe kripik mulai 
bisa membeli kedelai yang digunakan sebagai bahan baku  tempe kripik 
seperti; minyak goreng, alat pembuat/pencetak tempe, wajan penggorengan, 
tungku memasak dan bahan bakar. Ibu Jumiyati selaku pembuat tempe 
kripik KSM Ngupoyo Maju menyatakan: 
” ....saya mau berhenti membuat tempe kripik mbak, karena beberapa 
hari kedelai saya yang saya buat tempe busuk, sehingga saya rugi, tapi 
kemudian saya diajak Bp.Sularman untuk menjadi aggota KSM untuk 





memperoleh pinjaman Rp.1000.000,00 ,saya gunakan uang tersebut 
untuk membeli kedelai,minyak goreng, alat pembuat tempe,akhirnya 
saya bisa melanjutkan usaha saya membuat tempe kripik yang 
nantinya saya jual di pasar Krisak”(wawancara Ibu Jumiyati tanggal 
27 Mei 2010 pukul 17.00WIB). 
 
c. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat 
Masyarakat yang memperoleh kredit bergulir PNPM -MP dengan 
memberi modal mulai memgembangkan UKMnya ,mereka membeli bahan 
baku dan alat-alat produksi, sehingga penghasilan meningkat. Semua ini 
menjadikan masyarakat memperoleh laba/keuntungan dari usaha mereka. 
Yang tadinya tidak memiliki usaha mulai membangun usaha dan yang 
mempunyai usaha berusaha meningkatkan usahanya. Dari laba/keuntungan 
yang diperoleh menjadikan pendapatan mereka juga naik, Ibu Siti 
Mudmainah selaku anggota KSM Manunggal mengemukakan,”...usaha saya 
jadi meningkat mbak,saya dapat menambah produksi rambak saya, yang 
biasanya sehari saya memperoleh laba  Rp 30.000,00 sekarang meningkat 
menjadi Rp 50.000,00” (Wawancara Ibu. Siti Mudmainah tanggal 4 Juni 
2010 pukul 16.00WIB). Hal yang sama juga dipaparkan oleh Ibu.Suwasih 
dari KSM Damai: 
”.....dulu saya hanya sebagai ibu rumah tangga dan membantu 
tetangga berjualan sayur setiap pagi cuman dapat Rp 10.000,00 , tapi 
sekarang dari pinjaman yang saya peroleh saya bisa membuat 
Karak,saya bisa memperoleh uang yang sudah dikurangi modal dalam 
satu hari Rp.20.000,00, lumayan mbak bisa buat beli buku sekolah 
anak-anak” ( wawancara Ibu. Suwasih tanggal 5 juni 2010 pukul 
16.00WIB).  
 
Pendapatan yang bertambah meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
kelurahan Jendi. 
 
3. Hambatan- Hambatan Yang Dihadapi Masyarakat Serta UPK 
Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit PNPM-MP 
 
Pemberian kredit yang ringan dengan bunga hanya 1,5% dari PNPM -MP ini 
sangatlah membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha,apalagi pinjaman 





terhadap masyarakat, ternyata juga muncul hambatan dalam pelaksanaanya. 
Hambatan tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Lambatnya Proses Pengajuan Kredit Dari UPK 
Lambatnya pemberitahuan Kepada KSM dari UPK, merupakan suatu 
hambatan., ketika KSM sudah mengajukan proposal dan berharap untuk 
mendapat pinjaman ,dari pihak UPK tidak segera mengolah. Seperti yang 
dipaparkan Ibu Erni ketua KSM Makmur: 
”......saya senang sekali mbak dapat pinjaman, saya sudah memperoleh 
pinjaman sebanyak 3 kali,dan saya ingin mengajukan kembali, tapi 
setelah saya lunasi pinjaman saya yang sebelumnya untuk mengajukan 
pinjaman lagi,saya sampai hampir 2 bulan belum memperoleh 
kepastian memperoleh pinjaman lagi.Saya menunggu kabar dari Bp. 
Sugeng belum datang-datang”(Wawancara Ibu. Erni tanggal 2 juni 
2010 pukul 17.00 WIB).  
 
b. Kurangnya Dana Yang Disediakan UPK Untuk Kredit Bergulir 
Selain lambatnya pengolahan proposal dari UPK, masyarakat merasa 
pinjaman yang diberikan kepada masyarakat sangat minim, tercatat 
pinjaman maxsimal yang pernah diberikan kepada masyarakat hanya        
Rp 2.000.000,00 padahal jaman sekarang ini dengan modal seperti itu 
masyarakat belum bisa semaxsimal mungkin mengembangkan usahanya . 
Ibu Sri Mulyani selaku ketua KSM Damai mengatakan: 
”..saya sudah mendapat pinjaman ini sebanyak 4 kali mbak sejak 
tahun 2006, dari Rp 500.00,00, Rp 1.000.000,00,Rp 1.500.00,00 dan 
yang terakhir ini Rp 2.000.000,00. Saya dan KSM saya tidak pernah 
telat membayar, kami selalu rutin sesuai tanggal jatuh tempo, tapi 
walaupun saya rutin kenaikan peminjaman saya hanya Rp 500.000,00 
per tahap meminjam. Saya yang memiliki usaha mengolah emas kecil-
kecilan hanya bisa membeli glundung 2 unit saja, dan itu hanya satu 
usaha saja, dan saya sebenarnya ingin menambah usaha berjualan 
karak, tapi terhambat kurangnya modal.Seandainya saya dapat 
pinjaman Rp 4 juta mungkin saya bisa mengembangkan usaha saya, 
agar pendapatan saya naik”(Wawancara Ibu Sri Mulyani tanggal 26 
Mei 2010 pukul 17.00WIB).” 
 






” Pinjaman dari PNPM -MP kurang mbak, saya dan KSM saya hanya 
memperoleh Rp 1.500.000,00 setelah sebelumnya 2 kali mendapat 
pinjaman. Jaman sekarang cuman Rp 1.500.000,00 kurang mbak, 
tanggung mbak karena sekarang saja harga bahan baku mahal apalagi 
alat- alat produksinya, tenaga yang kita keluarkan tidak sesuai dengan 
laba yang dihasilkan”(wawancara Bp.Suwardi tanggal 27 Juni pukul 
17.00 WIB) . 
 
c. Terjadi Tunggakan Angsuran Atau Kredit Macet Oleh KSM Dan 
Penyalahgunaan Nama Anggota Peminjam KSM 
 
 Hambatan atau masalah tidak hanya dialami oleh masyarakat dari 
pihak UPK selaku pengelola pinjaman juga mengalami. Di kelurahan Jendi 
termasuk Kelurahan yang tingkat pengembalian pinjaman tinggi diatas 90%, 
tapi tunggakan pinjaman dimanapun itu pasti terjadi.Ada KSM yang 
menunggak sampai 6 kali angsuran yang seharusnya KSM tersebut 
membayar 12 kali angsuran. Padahal dari pihak UPK terus mengujungi 
KSM yang bersangkutan, untuk menagih tunggakan. Selain itu kadang UPK 
dibohongi oleh masyarakat, ada masyarakat yang sudah dipercaya oleh UPK 
namanya dipakai oleh orang lain atau kerabatnya, sehingga ketika terjadi 
tunggakan,ketika UPK menemui pihak nama yang tercatat dalam daftar 
pinjaman tidak mau membayar dan meminta UPK untuk menagih sendiri 
kepada pihak yang meminjam nama orang tersebut. Hal ini menjadikan 
pihak UPK kerepotan, karena membinggungkan dalam penagihan 
tunggakan. Bp. Sugeng mengatakan: 
“...waduh mbak walaupun di kelurahan Jendi termasuk kelurahan 
yang tingkat pengembalian pinjaman diatas 90% ,tapi masih ada juga 
KSM yang nakal. KSM tersebut mempunyai tunggakan dari 3 kali 
sampai 6 kali angsuran. Awalnya kami memberikan pinjaman karena 
percaya bahwa KSM tersebut mampu mengembalikan pinjaman, tapi 
di waktu berikutnya mereka menunggak dengan alasan usaha mereka 
bangkrut dan modal mereka habis sedangkan mereka hanya berkerja 
sebagai petani. Selain itu kami juga kadang tertipu dengan masyarakat 
yang mempergunakan nama orang lain yang percaya untuk 
mengajukan pinjaman, tapi ketika menunggak  pihak nama yang 
terdaftar tidak mau bertanggungjawab dan menyuruh kita meminta 
kepada pihak yang meminjam namanya.Ya, kita kan jadi kerepotan 





Ada juga masalah mengenai siapa saja yang berhak memperoleh 
pinjaman.Menurut aturan dasar pinjaman bergulir hanya diberikan kepada 
masyarakat miskin yang membentuk KSM dan memiliki usaha. Namun pada 
kenyataanya di kelurahan Jendi tidak seperti aturan dasar, pinjaman diberikan 
kepada masyarakat yang miskin dan bisa memiliki kemampuan untuk 
mengembalikan pinjaman saja, yang dianggap UPK dan BKM tidak mampu 
mengembalikan pinjaman tidak diberikan pinjaman. Malahan masyarakat yang 
mampu tapi memiliki usaha juga bisa mengajukan pinjaman tersebut, seperti 
penuturan Bp.Sugeng : 
”KSM yang kami beri pinjaman kami utamakan kepada masyarakat miskin 
yang memiliki usaha dan dianggap memilki kemampuan untuk 
mengembalikan pinjaman, yang dianggap tidak memiliki kemampuan 
mengembalikan tidak kami berikan pinjaman. Hal ini dilakukan untuk 
mencegah resiko pinjaman yang macet”(wawancara Bp.Sugeng  tanggal 29 
Mei pukul 13.00WIB).  
 
4. Usaha-Usaha Yang Dilakukan UPK dan LKM Dalam Menghadapi 
Hambatan- Hambatan Yang Timbul  
 
Hambatan yang muncul pada pemberian kredit bergulir PNPM -MP ini 
timbul pada masyarakat dan UPK itu sendiri, selanjutnya pihak UPK dan BKM 
segera berupaya menyelesaikan masalah yang timbul. Mengenai masalah 
lambatnya pemberian kepastian perolehan pinjaman terhadap KSM oleh UPK, 
dikarenakan UPK belum adanya dana untuk memenuhi pinjaman tersebut.Selain 
itu masih banyak juga KSM yang sebelumnya telah mengantri terlebih dulu. Dana 
yang UPK miliki kurang untuk memenuhi permintaan KSM. Faktor lain yang 
menjadi lambat karena kadang KSM yang bersangkutan pada pinjaman 
sebelumnya  tidak lancar dalam pembayaran, sehingga UPK  lebih mendahulukan 
KSM yang tertib pembayaran. 
UPK dan LKM mengatasi masalah lambatnya informasi dengan cara 
secepatnya memberi pemberitahuan kepada KSM, sehingga KSM tidak lama 
berharap dan menunggu.Bp. Sugeng mengatakan,”...kami akan secepatnya 
memberikan informasi mbak, KSM yang tidak tertib dalam pembayaran kami 





”(wawancara Bp.Sugeng tanggal 29 Mei 2010 pukul 13.00WIB). 
Masalah kekurangan dana untuk kredit bergulir, UPK dan BKM  sudah 
berusaha melalui 2 cara yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Bank lain, 
tetapi belum berhasil dikarenakan tidak memiliki agunan yang besar, selain itu 
BKM telah mengajukan penambahan dana kepada Korkot PNPM-MP Wonogiri. 
Bp. Sugeng mengatakan, ” Kami sudah melakukan chaneling ke Bank lain 
mbak,tapi tidak bisa karena tidak memiliki agunan yang besar,akhirnya 
mengajukan ke Korkot PNPM-MP Wonogiri”(Wawancara Bpk.Sugeng tanggal 
29 Mei 2010 pukul 13.00 WIB). Bp.Untung Suparmin selaku Koordinator BKM 
Ngudi Mulyo juga memaparkan   ” Kelurahan kami banyak menerima  permintaan 
dari KSM untuk menambah dana untuk pinjaman, saya sudah mengajukan 
penambahan dana kepada Korkot PNPM -MP Wonogiri”(Wawancara Bp.Untung 
Suparmin tanggal 3 Mei 2010 pukul 13.00WIB). 
Mengenai masalah masyarakat yang mempunyai tunggakan pinjaman, UPK 
mendatangi ke rumah orang yang bersangkutan dan meminta secara langsung, dan 
bila orang tersebut masih belum membayar UPK dan LKM mengadakan 
pertemuan semua warga desa setempat untuk diumumkan ke masyarakat umum 
agar yang memilki tunggakan merasa malu dan membayar tunggakan.Terbukti 
upaya ini berhasil, 50% tunggakan berhasil diminta.Berikut penuturan Bp.Sugeng: 
“.....pertama saya mengunjungi rumah masing- masing anggota KSM yang 
memilki tunggakan yang sebelumnya anggota satu KSM telah meminta 
terlebih dahulu.Lalu jika sesama anggota se-KSM tidak mampu meminta 
tunggakan saya dan BKM meminta langsung kepada pihak yang 
bersangkutan, jika masih tidak berhasil kami mengadakan pertemuan warga 
desa setempat dengan memgumumkan kepada masyarakat setempat agar 
malu dan membayar tunggakan tersebut,dan alhamdulillah berhasil” 
(Wawancara Bp. Sugeng tanggal 29 Mei pukul 14.00WIB). 
 
C. Temuan Hasil Penelitian Lapangan Dengan Ketentuan Dari 
Pedoman PNPM Mandiri Perkotaan 
 
Setelah peneliti melakukan observasi, wawancara dan pengumpulan 
dokumentasi untuk mencari data yang berkaitan dengan pemberian kredit bergulir  





pelaksanaan pemberian kredit bergulir  di Kelurahan Jendi dengan ketentuan 
yang ada yang tercantum dalam buku pedoman PNPM-MP dari Dinas Pekerjaan 
Umum . Perbedaan itu antara lain: 
1. Mengenai Aturan Penerima Pinjaman Kredit Bergulir 
Pada pedoman di tuliskan bahwa masyarakat yang memperoleh 
pinjaman adalah masyarakat yang memiliki usaha produktif dan termasuk 
dalam keluarga miskin. Pada kenyataanya di kelurahan Jendi, walaupun 
memang sebagian besar dari KSM peminjam adalah keluarga miskin, 
namun pihak UPK juga memberikan pinjaman kepada keluarga yang 
mampu.Pihak UPK berasumsi, pemberian kredit bergulir ini hanya 
diberikan kepada masyarakat miskin yang dipandang oleh UPK mampu 
mengembalikan angsuran, namun jika ada KSM dari keluarga mampu serta 
dianggap  mampu dalam hal pengembalian  angsuran, UPK berkenan 
memberikan pinjaman. UPK beranggapan kredit bergulir ini  diberikan 
kepada KSM yang dianggap mampu membayar saja, jika tidak pengajuan 
kredit akan ditolak UPK. 
 
2. Mengenai Pelaksanaan Tahapan Pemberian Kredit Bergulir 
Pemberian kredit bergulir telah diatur  tahap-tahapnya dalam buku 
pedoman demikian pula dalam pelaksanaan di Kelurahan Jendi, namun dari 
sekian banyak proposal yang masuk hanya sebagian kecil dari proposal 
,melalui tahap-tahap dari pengajuan sampai dengan pembayaran pinjaman. 
Jika Pihak UPK telah mengenal baik KSM atau dalam hal ini KSM  itu 
adalah teman atau kerabat UPK yang mengajukan proposal, dengan hanya 
membuat proposal pengajuan tanpa ada pemeriksaan dan pembinaan ,maka 
KSM tersebut bisa langsung ke tahap realisasi dan selanjutnya tahap 
pembayaran.Selain itu tahap dari pengajuan sampai dengan realisasi KSM 
tersebut tidak memerlukan jangka waktu yang lama dibanding dengan KSM 
yang tidak kenal dekat,walaupun KSM yang tidak kenal dekat tersebut 
sangat memerlukan modal dan termasuk keluarga miskin.Pihak UPK 





tidak dikenal tersebut dengan alasan dana pinjaman yang ada di UPK telah 
habis untuk dipinjamkan. 
Tahap pemeriksaan yang kadang tidak dilakukan secara teliti UPK 
dan BKM kepada KSM-KSM tertentu akan berdampak pada ketidakjujuran 
proposal yang dibuat KSM, isi proposal hanya rekayasa KSM sendiri, bukan 
merupakan hal-hal yang sebenarnya, dari tujuan sampai pendapatan usaha. 
Semua ketidakjujuran KSM dilakukan untuk meloloskan proposal mereka 
ke tahap realisasi. Kesalahan pihak UPK ini nanti akan menimbulkan 
kemacetan angsuran kredit bergulir, selain itu tahapan lain yang sering tidak 
dilaksanakan oleh UPK adalah tahapan pembinaan. Tahapan yang 
sebenarnya sesuai ketentuan harus dilakukan secara teratur dan insentif  
kepada usaha KSM yang mengajukan pinjaman tidak dilaksanakan, 
sehingga banyak UKM masyarakat yang mengalami kendala namun tidak 
dapat memperoleh solusi. Padahal jika UKM masyarakat mengalami 
kendala ,maka akan berdampak pada macetnya kredit yang mereka peroleh. 
Pihak UPK hanya melakukan pembinaan pada saat ada pengawasan dari 
PNPM-MP pusat. 
 
3. Mengenai Pelaksanaan Tugas BKM Dan UPK 
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab baik dari BKM dan UPK tidak 
semuanya sesuai dengan ketentuan yang ada.BKM dan UPK benar-benar 
melaksanakan tugas jika ada pemantauan dan pengawasan. Semua 
administrasi baru dilengkapi ketika pengawas akan datang untuk 
memeriksa. Baik dari daftar KSM penerima dan laporan keuangan yang 
harus dibuat. 
 
4. Mengenai Pelayanan BKM Dan UPK 
Pelayanan yang harus diberikan dari pihak BKM dan UPK selaku 






yang seharusnya melayani masyarakat dengan cepat, pada kenyataanya 
masyarakatlah yang menunggu pihak BKM dan UPK meluangkan waktu 
untuk memperoleh pelayanan, karena pihak BKM dan UPK memiliki 
kesibukan lain diluar menjadi pengelola PNPM –MP di Kelurahan Jendi.     
 
D. Temuan Studi Yang Dihubungkan Dengan Teori  
 Berdasarkan permasalahan penelitian yang dikemukakan dimuka temuan 
studi yang dihubungkan dengan teori yaitu mengenai: 
1. Prosedur Kredit Bergulir PNPM-MP  
a. Pengajuan  Kredit 
      Dalam mengajukan kredit bergulir PNPM-MP, berkas-berkas yang 
terdiri dari Berita Acara, surat pernyataan ,fotocopy KTP dan berkas 
pengajuan kredit telah diisi secara benar dan lengkap . Pihak KSM 
peminjam  yang mengajukan kredit datang sendiri ke kantor Kelurahan 
Jendi dimana UPK berada, dengan membawa persyaratan-persyaratn 
pengajuan kredit. Kredit PNPM-MP termasuk jenis kredit Produktif 
dan kredit tanpa jaminan (Unscured Loans.) dengan jangka waktu 
maximal 1 tahun. 
b.  Pemeriksaan Pinjaman 
Pemeriksaan pinjaman dilakukan setelah berkas-berkas 
pengajuan kredit diteliti. Pemeriksaan  ini meliputi tahap wawancara 
dan survey langsung ke lokasi KSM peminjam untuk mencocokkan 
hasil wawancara dan berkas dengan kondisi yang ada. 
c. Putusan Pinjaman 
Dalam pengajuan permohonan kredit oleh KSM kepada UPK 
ada kemungkinan ditolak. Penolakan permohonan kredit dilakukan 
dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Penolakan 
permohonan kredit dilakukan apabila permohonan kredit dianggap 
tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Diantaranya hasil 
dari usaha dianggap kurang mampu untuk membayar angsuran, serta 





d.  Realisasi Pinjaman 
 Setelah mendapatkan persetujuan kemudian pihak UPK 
memberikan berkas kepada KSM untuk ditandatagani anggota. 
Setelah lengkap menandatangani berkas-berkas, baru masing-masing 
anggota memperoleh uang tunai tentunya  terdapat suatu potongan 
biaya yaitu biaya provisi dan administrasi. 
e. Pembinaan Peminjam 
Pembinaan dilakukan paling lama 1 bulan setelah realisasi. 
Pembinaan dilakukan untuk mengetahui apakah usaha masih berjalan, 
perkembangan usaha serta membantu menyelesaikan masalah 
terhadap usaha masing- masing anggota KSM.Semua ini dilakukan 
untuk mengantisipasi munculnya masalah jika sewaktu-waktu terjadi 
kemacetan angsuran.  
f. Pembayaran Pinjaman 
Pihak KSM setelah menerima kredit berkewajiban melunasi 
kewajibannya dengan cara mengangsur. Angsuran dilakukan setiap 
satu  bulan sekali dalam jangka waktu satu tahun atau dengan tiga kali 
angsuran. Jadi setiap satu bulan sekali KSM harus datang ke Kantor 
Kelurahan Jendi untuk menyetor angsuran berupa pokok dan bunga 
sebesar 1,5 % setiap bulan dan disetorkan kepada UPK. 
 
2. Peranan Kredit  Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kepada  UKM Di 
Kelurahan Jendi 
 
Upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan ,salah satunya 
pemberian BLM untuk memberikan kredit bergulir kepada masyarakat 
miskin. Masyarakat kelurahan Jendi yang juga memperoleh dana BLM 
melalui kredit bergulir sangat terbantu untuk mengembangkan usaha. 
Melalui kredit bergulir ini mereka dapat membuka usaha baru ataupun 
mengembangkan usaha yang sudah ada. Masyarakat bisa membeli bahan 
baku dan alat-alat produksi untuk UKM mereka. Selain itu kredit bergulir 





kembali bersemangat untuk mengembangkan dan melanjutkan UKM 
mereka. Sederetan peran diatas tentunya akan meningkatkan pendapatan 
masyarakat, dari laba bersih dari UKM yang dimiliki masyarakat. 
Pendapatan yang mereka peroleh akhirnya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.   
 
3. Hambatan- Hambatan Yang Dihadapi Masyarakat Serta UPK Dalam 
Pelaksanaan Pemberian Kredit PNPM-MP 
 
Dalam proses pemberian kredit bergulir dari PNPM -MP timbul 
hambatan atau kendala lain antara lain: 
a. Lambatnya proses pengajuan kredit dari UPK. 
b. Terjadi tunggakan angsuran,atau kredit macet oleh KSM. 
c. Terjadi penyalahgunaan nama anggota peminjam dalam KSM. 
d. Kurangnya dana untuk pinjaman bergulir, tidak bisa mencukupi 
permintaan penambahan modal masyarakat untuk mengembangkan 
usaha. 
 
4. Usaha-Usaha Yang dilakukan UPK dan LKM Dalam Menghadapi 
Hambatan- Hambatan Yang Timbul  
 
UPK dan LKM berupaya untuk mengatasi hambatan yang ada, usaha-usaha 
yang dilakukan antara lain: 
a. Berupaya memberikan layanan yang cepat kepada masyarakat. 
b. Melakukan kunjungan langsung kerumah anggota KSM yang 
mempunyai tunggakan angsuran dan jika tidak berhasil mengadakan 
pertemuan desa setempat. 
c. UPK akan lebih teliti dalam melakukan tahapan pemeriksaan 
pinjaman. 
d. Mengajukan penambahan dana untuk pinjaman bergulir ke Korkot 




                                                                
 
BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan 
masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen 
pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. 
Pemberian kredit bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan merupakan perwujudan 
nyata dari upaya masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Jendi merupakan kelurahan yang diprioritaskan untuk 
memperoleh pemberian kredit guna pengembangkan UKM masyarakat setempat. 
Pemberian kredit bergulir PNPM Mandiri Perkotaan ini dianggap sangat 
meringankan masyarakat kelurahan Jendi ,karena selain bunga yang dibebankan 
sangat kecil pinjaman ini diperoleh tanpa menggunakan agunan ( barang 
jaminan).  
Implementasi pemberian kredit bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di 
kelurahan Jendi telah menunjukkan perkembangan yang cukup tinggi. Hal ini 
ditunjukkan dengan perkembangan  jumlah pengguna kredit yang cenderung 
meningkat dan rendahnya kredit macet. Peningkatan jumlah peminjam dan 
rendahnya kredit macet tersebut bisa menunjukkan adanya indikator keberhasilan 
pemberian kredit ini, dalam menarik minat masyarakat dalam membantu 
mengembangkan usaha dan sebagai bukti kepercayaan masyarakat dalam 
menggunakan kredit. Dari implementasi pemberian kredit bergulir PNPM Mandiri 
Perkotaan  kepada UKM  masyarakat di kelurahan Jendi kecamatan selogiri 
kabupaten Wonogiri dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
 
1. Prosedur Pemberian Kredit Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan 
Kepada UKM Masyarakat Di Kelurahan Jendi  
 
a. Tahap Pengajuan Pinjaman 
Calon debitur  dalam hal ini masyarakat kelurahan Jendi yang 




                                                                
 
UPK, mengajukan proposal  yang selanjutnya  diserahkan  kepada petugas 
UPK di Kantor Kelurahan Jendi. 
 
b. Tahap Pemeriksaan Pinjaman 
Pada tahap pemeriksaan petugas UPK menerima dan memeriksa 
kelengkapan dan kebenaran proposal yang diterima dari ketua KSM , 
kemudian permohonan pinjaman dicatat dalam buku Register Permohonan 
Pinjaman, yang lampirannya diterima dan dipegang oleh ketua KSM. 
Petugas pinjaman UPK dan BKM selanjutnya melakukan pemeriksaan 
lapangan masing-masing anggota KSM dan membuat analisis atas 
permohonan pinjaman tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan,manager 
UPK dan koordinator BKM membuat keputusan apakah pinjaman tersebut 
disetujui atau ditolak dan menandatangani dalam kolom tanda tangan usulan 
pinjaman. 
 
c. Tahap Putusan (Persetujuan Atau Penolakan) Pinjaman 
Setelah UPK bagian pinjaman dan BKM melakukan pemeriksaan 
kerumah masing-masing anggota KSM, manajer UPK kemudian meneliti 
pengajuan pinjaman KSM beserta usulan pinjaman dari Petugas UPK.  
Apabila  berdasar  hasil  penelitian  tidak  terdapat  masalah Manajer 
UPK dan Koordinator BKM memberikan  persetujuan  atas usulan petugas 
UPK dan BKM ,yang selanjutnya  menandatangani dalam kolom tanda 
tangan persetujuannya. Semua ini menyatakan bahwa usulan pinjaman KSM 
telah disetujui,yang selanjutnya menuju tahap realisasi pinjaman dan bila 
tidak lolos dalam tahap pemeriksaan ,UPK mengembalikan proposal milik 
KSM yang bersangkutan yang berati pengajuan pinjaman KSM itu ditolak. 
 
d. Tahap Realisasi/ Pencairan Pinjaman 
Setelah menerima berkas pinjaman yang telah diputus,Manajer UPK 
memberitahu KSM tentang putusan tersebut . Jika ditolak, KSM diberitahu 
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disertai alasan penolakannya. Jika disetujui, KSM diberitahu mengenai 
ketentuan perjanjian pinjaman dan angsurannya. Jika KSM telah memahami 
dan menyetujui ketentuan perjanjian pinjaman dan angsuran tersebut, maka 
UPK menyiapkan dokumen realisasi pinjaman. 
Setelah  KSM beserta anggotanya memahami semua ketentuan 
pinjaman yang  akan  diterimanya,  KSM  dan  anggotanya diminta 
menandatangani dokumen  Surat  Perjanjian  Pinjaman  dan  Bukti Kas 
Keluar UPK, yang akhirnya uang pinjaman diserahkan kepada masing-
masing anggota KSM.Pada saat menerima uang itu ,juga merupakan tanggal 
jatuh tempo KSM melakukan angsuran pinjaman. 
 
e. Tahap Pembinaan Peminjam 
Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penggunaan pinjaman 
dan mengingatkan peminjam akan kewajiban dalam melakukan pembayaran 
pinjaman, maka Petugas UPK perlu melakukan pembinaan kepada 
peminjam. Bentuk pembinaan dilakukan dengan melakukan kunjungan dan 
silaturahmi menjaga hubungan baik kepada peminjam 1 bulan setelah 
realisasi pinjaman ketempat usaha peminjam. 
Kunjungan silaturahmi dan pembinaan kepada peminjam di bulan 
pertama setelah realisasi dilakukan untuk mengetahui lebih awal apabila 
terjadi penyimpangan dalam penggunaan pinjaman, atau apabila terdapat 
masalah pada peminjam. 
 
f. Tahap Pembayaran Kembali Pinjaman 
Pada tanggal jatuh tempo pembayaran ketua KSM datang ke Kantor 
UPK dengan membawa kartu pinjaman KSM dan kartu tabungan KSM 
untuk disetorkan kepada UPK bagian pinjaman. Apabila pengurus atau 
anggota KSM mengalami kesulitan untuk membayar angsuran pinjaman, 
maka pengurus dan anggota lain wajib mengusahakan memenuhi  kewajiban  
tersebut terlebih dahulu sebagai bentuk tanggung jawab kesepakatan 
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tanggung renteng. Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan pada 
tanggal jatuh tempo kredit sesuai plafon kredit yang disepakati. 
 
2. Peranan Kredit  Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kepada  UKM   
Di Kelurahan Jendi 
 
Pemberian kredit bergulir PNPM Mandiri Perkotaan ini sangat 
memberikan manfaat bagi masyarakat, manfaat itu adalah sebagai berikut: 
a. Membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha. 
b. Meningkatkan produktivitas UKM masyarakat. 
c. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 
 
3. Hambatan- Hambatan Yang Dihadapi Masyarakat Serta UPK Dalam 
Pelaksanaan Pemberian Kredit PNPM-MP 
 
Dalam proses pemberian kredit bergulir dari PNPM -MP timbul 
hambatan atau kendala lain antara lain: 
a. Lambatnya proses pengajuan kredit dari UPK. 
b. Terjadi tunggakan angsuran,atau kredit macet oleh KSM. 
c. Terjadi penyalahgunaan nama anggota peminjam dalam KSM. 
d. Kurangnya dana untuk pinjaman bergulir, tidak bisa mencukupi 
permintaan penambahan modal masyarakat untuk mengembangkan 
usaha. 
 
4. Usaha-Usaha Yang dilakukan UPK dan LKM Dalam Menghadapi 
Hambatan- Hambatan Yang Timbul  
 
UPK dan LKM berupaya untuk mengatasi hambatan yang ada, usaha-
usaha yang dilakukan antara lain: 
a. Berupaya memberikan layanan yang cepat kepada masyarakat. 
b. Melakukan kunjungan langsung kerumah anggota KSM yang 
mempunyai tunggakan angsuran dan jika tidak berhasil mengadakan 
pertemuan desa setempat. 
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c. UPK akan lebih teliti dalam melakukan tahapan pemeriksaan 
pinjaman 
d. Mengajukan penambahan dana untuk pinjaman bergulir dengan 




Bertitik tolak dari kesimpulan hasil penelitian, maka dapat dikaji implikasi 
teoretis dan praktis sebagai berikut: 
 
1. Implikasi Teoretis 
Dari hasil penelitian ini menguatkan teori dalam dunia perkreditan bahwa 
kredit dapat meningkatkan Utility (daya guna) modal, Utility suatu barang, 
peredaran uang, kegairahan berusaha masyarakat dan sebagai alat stabilitasi 
ekonomi serta jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pemberian 
kredit bergulir PNPM Mandiri Perkotaan ini membantu masyarakat Kelurahan 
Jendi untuk menambah Utility modal untuk membuka dan mengembangkan 
usaha, menambah Utility barang atau bahan baku yang sudah dimiliki masyarakat, 
meningkatkan kegairahan/produktivitas usaha yang ada di masyarakat, membantu 
masyarakat memiliki usaha guna meningkatkan pendapatan sebelumnya. Pada 
akhirnya,pemberian kredit bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten 
Wonogiri. 
 
2. Implikasi Praktis 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui hambatan-hambatan 
yang dialami UPK Kelurahan Jendi dalam memberikan kredit kepada masyarakat. 
Adanya kredit macet, pemakaian nama peminjam,dan kurangnya dana yang 
digunakan untuk pinjaman bergulir masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh 
terhadap keberhasilan tujuan dari pemberian kredit itu sendiri yaitu 
mengembangkan UKM masyarakat yang nantinya menambah pendapatan dan 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mendukung program 
pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. 
 
C. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan implikasinya, maka peneliti 
mengajukan  saran sebagai berikut: 
1. Saran Untuk LKM Dan UPK 
a. Agar meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pengguna kredit, 
sehingga UKM masyarakat dapat menggunakan kredit untuk 
mengembangkan usaha. 
b. Agar selalu mengadakan sosialisasi yang rutin kepada masyarakat 
tentang kredit, pemanfaatan, dan pengelolaannya secara benar. 
c. Agar mencari dana untuk menambah  besar pinjaman yang diberikan 
kepada UKM  dengan bunga yang ringan. 
d. Agar meningkatkan semangat kekeluargaan diantara petugas dan 
masyarakat/KSM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
e. Semua prosedur tahapan pemberian kredit bergulir PNPM -MP 
dilakukan dan disesuaikan sebenar-benarnya dengan ketentuan dari 
pedoman yang sudah ada, sehingga tidak ada rekayasa dan berlaku 
adil untuk semua masyarakat. 
 
2. Saran Untuk KSM Selaku Pengguna Kredit Bergulir PNPM Mandiri 
Perkotaan 
 
a. Masyarakat yang tegabung dalam KSM diharapkan memberikan data 
yang sebenarnya dan sejujurnya pada saat pengisian proposal, 
sehingga tidak mengganggu jalanya pemberian kredit di Kelurahan 
Jendi ini. 
b. Agar kredit yang diperoleh benar-benar digunakan sebagaimana 
tujuan sewaktu mengajukan permohonan kredit yaitu untuk kegiatan 
mengembangkan UKM.Pemanfaatan kredit yang benar akan 
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berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan hidup 
mereka,dan tidak untuk kepentingan yang lain. 
c. Perlu perencanaan yang matang dari UPK dan masyarakat, agar 
masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai pihak yang meminjam 
uang sehingga mengembalikan tepat waktu. 
d. Agar masyarakat giat mengikuti sosialisasi-sosialisasi yang ber-
hubungan dengan peningkatan usaha dan pengelolaan modal bagi 
yang memerlukan modal. 
e. Aktif menjalin komunikasi dengan UPK dan BKM/LKM mengenai 
perkembangan usaha dan kesulitan melunasi tagihan kredit agar dapat 
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